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Nama Penyusun : Amir Syam Marsuki
Nim : 101 001 08 007
Judul : Penerapan Teori-Teori Pembuktian Menurut Hukum Acara
Perdata di Pengadilan Agama Watansoppeng.
Skripsi ini merupakan studi penelitian lapangan yang membahas tentang
“Penerapan Teori-Teori Pembuktian Menurut Hukum Acara Perdata di Pengadilan
Agama Watansoppeng”  dengan sub permasalahan yaitu para pihak yang berperkara
di Pengadilan Agama Watansoppeng belum puas dengan putusan pengadilan.
Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis melakukan Field Research
yakni penelitian lapangan, dengan pendekatan yuridis, pengumpulan data melalui
observasi dan intervew langsung degan beberapa pihak yang terkait, serta mengolah
data dengan menggunakan metode induktif dan deduktif. Selain itu penulis juga
melakukan Library Research yakni dengan mengambil data-data dari buku-buku dan
berbagai literatur yang ada kaitannya dengan pembahasan skripsi ini, yang
merupakan teori-teori pembuktian menurut hukum acara perdata sebagai dasar
pertimbangan terhadap penerapannya di Pengadilan Agama Watansoppeng.
Hasil penelitian menunjukan bahwa hakim Pengadilan Agama Watansoppeng
sepenuhnya taat pada aturan pembuktian yang berlaku. Hakim Pengadilan Agama
Watansoppeng senantiasa mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kemashlahatan
ummat di setiap putusan dan ketetapannya.
Pembuktian  merupakan posisi yang sangat penting dalam pengadilan agama,
karena dari pembuktian ini dapat melahirkan keyakinan hakim terhadap kebenaran
dalil atau dalil-dalil yang diajukan ke muka sidang pengadilan. Karena alasan tersebut
di atas maka teori-teori pembuktian adalah sesuatu yang sangat penting pada
lingkungan pengadilan agama, oleh karena itu seharusnya untuk tetap mencapai
kepastian hukum, dan tercapainya keadilan serta kemashlahatan ummat maka teori-
teori pembuktian tetap harus diterapkan pada sidang pengadilan.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Peradilan adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Adapun yang
dimaksud dengan kekuasaan negara adalah kekuasaan kehakiman yang memiliki
kebebasan dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya, dan bebas dari
paksaan, direktifa atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial, kecuali
dalam hal-hal yang diizinkan oleh undang-undang.1
Berkenaan dengan pengertian tersebut, maka pengadilan merupakan
penyelenggara peradilan. Atau dengan perkataan lain, pengadilan adalah badan
peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan
keadilan. Dengan demikian, peradilan agama dapat dirumuskan sebagai kekuasaan
negara dalam menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara
tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan
keadilan.2
Pengadilan juga dapat diartikan sebagai lembaga hukum yang diadakan oleh
negara sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk menegakkan hukum guna
mencapai tujuan hukum yaitu terciptanya keadaan aman, tertib dan adil.
1Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia (Cet. IV; Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h. 6.
2Ibid.
2Dalam pelaksanaannya, mulai dari menerima, memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara oleh pengadilan merupakan bagian atau proses dari penegakan
hukum. Proses seperti ini, dalam pengadilan dikenal dengan istilah beracara. Beracara
di pengadilan agama adalah beracara dalam hal keperadataan, karena subjek hukum di
pengadilan agama ialah antara orang-orang yang beragama Islam.
Beracara di muka sidang pengadilan adalah suatu tindakan dalam melaksanakan
rangkaian aturan-aturan yang termuat dalam hukum acara perdata. Hukum acara
perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang membuat cara bagaimana orang
harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu
harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan
hukum perdata.3
Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa hukum acara perdata bertujuan
untuk menjamin ditaatinya hukum perdata materiil. Dengan demikian hukum acara
perdata pada umumnya tidaklah membebani hak dan kewajiban seperti yang termuat
dalam hukum perdata meteriil, tapi memuat aturan tentang cara melaksanakan dan
mempertahankan atau menegakkan kaidah-kaidah yang termuat dalam hukum perdata
materiil, atau dengan perkataan lain untuk melindungi hak perseorangan.4
Beracara di muka sidang pengadilan agama, telah dikeluarkan UU RI No. 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mangatur: Susunan, Kekuasaan, dan
3Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia (Bandung: Sumur Bandung, 1984),
h. 13.
4Ibid.
3Hukum Acara Peradilan Agama. Undang-undang ini kemudian mengalami perubahan
pada pasal-pasal tertentu untuk menyesuaikan dengan perkembangan perundang-
undangan yang ada maupun dengan kebutuhan di lapangan praktis dengan keluarnya
UU RI No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU RI No. 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, kemudian kembali mengalami perubahan dengan keluarnya UU RI
No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama.
Sedangkan perdata materiil yang hendak ditegakkan di pengadilan agama lebih
spesifik merujuk pada pasal 49 UU RI No. 3 Tahun 2006. Dimana pengadilan agama
bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat
pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat,
hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah.5
Lahirnya hukum acara perdata mengisyaratkan adanya pelaksanaan beracara di
muka sidang pengadilan. Beracara di muka sidang pengadilan tentunya harus merujuk
pada undang-undang. Namun, yang perlu dikaji lebih dalam adalah penegakan undang-
undang materiil dalam beracara di muka sidang pengadilan.
Melihat permasalahan ini, tentu kita kembali pada proses beracara di muka
sidang pangadilan. Karena hukum acara perdata memberikan gambaran bahwa, hukum
acara perdata adalah suatu  akibat yang timbul dari hukum perdata materiil.6
5Agsya, Undang-Undang Peradilan Agama (Asa Mandiri, 2010), h. 60.
6Moh. Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata (Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta,
2009), h. 5.
4Oleh karena itu, disetiap proses beracara di muka sidang pengadilan seharusnya
menggambarkan penegakan perdata materiil untuk mencapai ketetapan atau putusan
yang adil. Karena ketetapan atau putusan yang adil adalah harapan dari pada subjek
hukum yang berperkara di pengadilan. Jadi, mau tidak mau perdata materiil harus
ditegakkan dalam beracara di muka sidang pengadilan, mulai dari pembacaan gugatan
atau tuntutan hingga keluarnya putusan yang inkra.
Putusan yang adil sangat tergantung pada penilaian dan keyakinan hakim
terhadap kebenaran perkara yang diajukan di muka sidang pengadilan. Salah satu yang
paling berpengaruh terhadap penilaian hakim ialah pembuktian, karena pembuktian itu
sendiri menurut R. Subekti adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau
dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian tampaklah
bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka
hakim atau pengadilan.7
Dalam pasal 163 HIR, yang berbunyi, barang siapa yang mengaku mempunyai
hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau
untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.8
Sebagaimana tugas hakim atau pengadilan yaitu untuk menetapkan hukum
suatu keadaan atau menerapkan hukum atau undang-undang. Dalam berperkara di
muka sidang pengadilan, masing-masing subjek hukum yang berperkara mengajukan
7Ibid., h. 93.
8M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Cet. X; Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 523.
5dalil-dalil yang bertentangan. Hakim harus memeriksa dalil manakah yang peling
benar.
Hakim dalam memutus perkara untuk menetapkan siapa yang menang dan
siapa yang dikalahkan diperbolehkan berdasar pada keyakinannya. Tetapi, meski
keyakinan hakim tersebut terhitung sangat kuat dan sangat murni, keyakinan hakim itu
tetap harus berdasar pada alat bukti yang ada.
Karena alasan ini, pembuktian dikategorikan menempati posisi sentral dalam
proses persidangan di pengadilan. Jika ada dua pihak atau lebih yang berperkara di
pengadilan, maka yang dijadikan landasan bagi hakim untuk memutuskan perkaranya,
dengan memenangkan penggugat atau tergugat adalah bukti-bukti yang diajukan di
hadapannya. Tanpa proses pembuktian yang jujur, tidak akan ada keputusan di
pengadilan, atau sidang yang akan berakhir dengan keputusan sewenang-wenang
ketika hakim menggunakan pandangan subyektif sebagai dasar putusannya.
Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, Pengadilan Agama
Watansoppeng juga merupakan lembaga peradilan sebagimana lembaga-lembaga
peradilan yang lainnya. Pengadilan Agama Watansoppeng juga merupakan
penyelenggara atau pelaksana kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum dan
keadilan.
Dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan hukum, keadaan aman,
tertib dan adil, khususnya bagi subjek hukum yang berperkara di Pengadilan Agama
Watansoppeng. Pengadilan Agama Watansoppeng mutlak menjalankan fungsinya
6sebagai lembaga hukum untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan
perkara seadil-adilnya.
Oleh karena tidak semua subjek hukum yang berperkara di Pengadilan Agama
Watansoppeng merasa puas dengan putusan Pengadilan Agama Watansoppeng, maka
yang paling dekat dengan permasalahan ini adalah pada penerapan pembuktian di
Pengadilan Agama Watansoppeng. Karena putusan yang adil sangat tergantung pada
penilian hakim, sedangkan penilaian hakim sebagaimana yang dipaparkan sebelumnya,
sangat tergantung pada alat bukti yang diajukan di muka sidang pengadilan.
Oleh karena itu, demi terciptanya keadaan aman, tertib dan adil, sebisa
mungkin teori-teori pembuktian ditegakkan, khususnya pada pembuktian, karena
lahirnya putusan yang inkra tidak lepas dari penilaian dan keyakinan hakim terhadap
alat bukti yang diajukan di muka sidang pengadilan.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat merumuskan pokok
permasalahan dalam penulisan ini yaitu: “Bagaimanakah Penerapan Teori-Teori
Pembuktian menurut Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama Watansoppeng”? .
Selanjutnya untuk membahas secara rinci dan terarah, maka penulis membagi pokok
masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana teori pembuktian menurut hukum acara perdata?
2. Bagaimana hakim menerapkan teori pembuktian di Pengadilan Agama
Watansoppeng?
7C. Hipotesis
Dalam penulisan skripsi ini penulis menetapkan hipotesis sebagai jawaban yang
bersifat sementara terhadap masalah yang akan ditelititi. Jawaban sementara yang
dimaksud antara lain:
1. Pembuktian menurut hukum acara perdata yaitu mengajukan sepenuhnya
alat bukti yang dapat meyakinkan hakim tentang dalil-dalil yang diajukan di
muka sidang pengadilan, sebagaimana pasal-pasal yang memuat ketentuan
pembuktian dalam perkara perdata.
2. Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng belum sepenuhnya menerapkan
teori pembuktian karena subjek hukum yang berperkara di Pengadilan
Agama Watansoppeng belum sepenuhnya merasa puas dengan putusan
Pengadilan Agama Watansoppeng.
D. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian
Untuk memperoleh gambaran tentang judul dalam penulisan skripsi ini, maka
penulis akan memberikan pengertian dari beberapa kata yang terdapat dalam judul
tersebut, yaitu:
Penerapan adalah perihal mempraktekkan.9
Dalam penulisan skripsi ini, penerapan diartikan sebagai melaksanakan atau
menegakkan teori.
9Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Umum Bahasan Indonesia, edisi
ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 1258.
8Teori adalah pendapat tentang cara-cara dan aturan-aturan untuk melakukan
sesuatu.10
Dalam penulisan skripsi ini, teori diartikan sebagai aturan-aturan bagaimana
orang harus bertindak terhadap dan di muka sidang pengadilan.
Pembuktian ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil
yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.11
Dalam penulisan skripsi ini, pembuktian adalah bagaimana seseorang
mengajukan alat bukti di muka sidang pengadilan sebagai landasan dalil-dalil dan
untuk menambah keyakinan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan di
muka sidang pengadilan.
Pengadilan agama adalah badan atau organisasi yang diadakan oleh negara
untuk mengurus dan mengadili perselisihan-perselisihan hukum khusus bagi orang-
orang yang beragama Islam. Pengadilan menunjuk kepada suatu susunan instansi yang
memutus perkara. Dalam menjalankan tugasnya pengadilan menjalankan peradilan.12
Dalam penulisan skripsi ini, Pengadilan Agama adalah sebagaimana yang telah
disebutkan pada paragraf sebelumnya, yaitu badan atau organisasi yang diadakan oleh
negara untuk mengurus dan mengadili perselisihan-perselisihan hukum khusus bagi
orang-orang yang beragama Islam.
10Ibid., h. 1253.
11R. Subekti, Hukum Pembuktian (Cet. XII; Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), h. 1.
12Cik Hasan Bisri, op. cit., h. 2.
9Dalam penyusunan skripsi Penerapan Teori-teori Pembuktian menurut Hukum
Acara Perdata di Pengadilan Agama Watansoppeng melalui langkah penelitian.
Secara garis besar penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana teori pembuktian
menurut hukum acara perdata dan untuk mengetahui bagaimana penerapan pembuktian
oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng.
Penelitian yang telah dilakukan membutuhkan pembatasan wilayah pengkajian
sebagaimana bidang pengkajian yang lain. Pembatasan tersebut sekaligus
menunjukkan ruang lingkup wilayah penelitian.
Wilayah penelitian secara garis besar meliputi kekuasaan relatif dan kekuasaan
mutlak Pengadilan Agama Watansoppeng. Sedangkan secara khusus penelitian
difokuskan pada hukum acara dengan penerapannya dan lebih fokus lagi pada
penerapan teori pembuktian.
Penelitian ini secara menyeluruh tercermin dalam rumusan pengertiannya, yaitu
kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan
menyelesaikan perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq,
shadaqah, dan ekonomi syar’iah antara orang-orang yang beragama Islam untuk
menegakkan hukum dan keadilan. Secara rinci ruang lingkup tersebut meliputi:
1. Kekuasaan negara, yaitu kekuasaan kehakiman, yang bebas dari campur
tangan kekuasaan negara lainnya dan dari pihak luar.
2. Pengadilan dalam lingkup peradilan agama, meliputi hierarki, susunan,
pimpinan, hakim, panitera, dan unsur lain dalam susunan organisasi
pengadilan.
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3. Prosedur berperkara di pengadilan, yang mencakup jenis perkara, hukum
prosedural, dan produk-produknya.
4. Perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf,
zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syar’iah. Ia mencakup variasi dan
sebenarnya dalam berbagai badan peradilan.
5. Orang-orang yang beragama Islam sebegai pihak yang berperkara, atau para
pencari keadilan.
6. Hukum Islam sebagai hukum substansial yang dijadikan rujukan.
7. Penegakan hukum dan keadilan.
Wilayah penelitian berhubungan erat dengan dengan wilayah lainnya. Salah
satunya yaitu wilayah kekuasaan relatif Pengadilan Agama Watansoppeng, yang mana
wilayah kekuasaan relatif Pengadilan Agama Watansoppeng meliputi secara
keseluruhan wilayah Kabupaten Soppeng.
Dengan ruang lingkup wilayah penelitian tersebut. Maka dapat dikemukakan
beberapa pokok pembahasan, meliputi:
1. Tata cara berperkara di pengadilan dalam lingkup Pengadilan Agama
Watansoppeng terkhusus pembuktian oleh majelis hakim Pengadilan Agama
Watansoppeng.
2. Teori-teori pembuktian yang diterapkan oleh majelis hakim Pengadilan
Agama Watansoppeng.
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3. Problematika pembuktian di Pengadilan Agama Watansoppeng.13
E. Kajian Pustaka
Pembahasan ini membahas tentang “Penerapan Teori-Teori Pembuktian
menurut Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama Watansoppeng”. Setelah
menelusuri berbagai referensi yang berkaitan tentang pembahasan ini, penulis
menemukan beberapa buku, yaitu:
1. Peradilan Agama di Indonesia oleh Drs. Cik Hasan Bisri, MS. Buku ini
membahas tentang pengertian dan ruang lingkup pengadilan agama, karena
untuk membahas lebih jauh judul skripsi ini terlebih dahulu perlu dipahami
pengadilan agama baik dari sisi kelembagaan, obyek kajian, hukum,
perkembangan, susunan, kekuasaan, serta hukum acara peradilan agama.
Karena dengan memahami ini khusunya hukum acara paradilan agama,
maka dengan mudah kita membahas proses pemeriksaan khususnya pada
pembuktian.
2. Hukum Acara Perdata di Indonesia oleh Prof. DR. R. Wirjono Projodikoro,
S.H. Buku ini membahas lebih spesifik tentang proses beracara di
pengadilan hingga keluarnya putusan pengadilan serta menjalankan putusan
pengadilan. Dengan demikian penulis menemukan gambaran yang cukup
luas untuk mengembangkan penelitian khususnya proses pemeriksaan
terhadap pembuktian di pengadilan agama.
13Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng.
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3. Hukum Acara Perdata oleh M. Nur Rasaid, S.H. Buku ini membahas tentang
sisi terdalam dan masalah-masalah hukum acara perdata. Dengan demikian
buku ini dapat dijadikan sebagai perbandingan terhadap masalah-masalah
yang hendak diteliti terutama pada pemeriksaan perkara perdata di
pengadilan tingkat pertama, masalah pembuktian, dan putusan yang adil.
4. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia oleh Hj. Sulaikin
Lubis, S.H., M.H, Hj. Wismar’Ain Marzuki, S.H, Gemala Dewi, S.H.,
LL.M. Sebagaimana buku-buku sebelumnya, buku ini juga sangat penting
untuk dijadikan sebagai rujukan teori dalam proses pemeriksaan di
pengadilan agama karena membahas tentang wujud dan konsep dasar
peradilan agama, sejarah perkembangan lembaga tersebut, dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Di dalam buku ini
tercakup pula asas, susunan, kewenangan peradilan agama; proses beracara,
pembuktian; produk hukum peradilan agama, hingga upaya hukum dan
yurisprudensi.
5. Undang-undang Peradilan Agama UU RI No. 50 Tahun 2009 (Perubahan
Kedua Atas UU RI No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama) oleh F.
Agsya. Dalam buku ini, berisi tentang Undang-undang yang dijadikan
sebagai rujukan pengadilan agama, buku ini juga membahas tentang
kekuasaan kehakiman, kekuasaan pengadilan, dan hukum acara, serta
dilengkapi penjelasan. Dengan kata lain, dalam buku ini memuat secara
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keseluruhan undang-undang peradilan agama yang hendak ditegakkan di
pengadilan agama.
6. Pokok-pokok Hukum Acara Perdata oleh Prof. Moh. Taufik Makarao, S.H.,
M.H. Buku ini membahas uraian tentang hukum acara perdata secara terpadu
dalam proses hukum ditiga jenis peradilan yang berbeda yaitu Pengadilan
Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Agama. Di dalam
buku ini, juga memberikan pemahaman yang luas tentang dasar-dasar
hukum acara perdata yang semestinya ditegakkan di pengadilan agama.
Yang lebih menarik lagi yaitu kontroversi seputar pembuktian di pengadilan.
7. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan oleh M. Yahya Harahap, S.H. Buku ini
membahas tentang penjelasan yang luas tentang tata cara (prosedur) beracara
di pengadilan perdata yaitu sebelum, pada saat, dan sesudah persidangan
yang dituangkan dalam empat belas bab besar. Buku ini dianggap sangat
sesuai dengan judul skripsi karena dalam setiap bab dan sub bab dibahas
secara khusus dan terperinci serta terpisah antara proses pemeriksaan yang
satu dengan yang lainnya, termasuk di dalamnya dibahas secara khsus
masalah pembuktian.
Di antara buku-buku tersebut yang dikemukakan oleh penulis, belum ada secara
khusus membahas masalah ini. Namun relevansi dari latar belakang masalah tersebut
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sudah banyak yang membahas, oleh karena itu latar belakang masalah yang akan
diteliti mempunyai relevansi yang sesuai dengan sejumlah teori yang telah ada.
F. Metode Penelitian
Dalam rangka penulisan draft ini penulis menggunakan beberapa metode yang
terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, pengumpulan data, pengolahan dan
analisis data.
1. Jenis Penelitian
a. Menurut bidangnya, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian
hukum.
b. Menurut tempatnya, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian
lapangan.
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yuridis, yaitu untuk mengetahui bahwa pembahasan ini ada
hubungannya dengan sumber-sumber hukum yang ada.
3. Pengumpulan Data
a. Sumber data
1) Data pustaka, yaitu kajian melalui berbagai literatur yang ada
hubungannya dengan obyek pembahasan dalam bentuk buku-buku,
dan berbagai karya ilmiah yang ada hubungannya dengan skripsi ini.
2) Penelitian lapangan, yaitu penelitian secara langsung pada obyek
pembahasan untuk mendapatkan data pada pihak-pihak yang terkait.
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b. Tekhnik pengumpulan data
1) Observasi, yaitu mengamati secara langsung fenomena-fenomena yang
ada di dalam pengadilan.
2) Intervew, yaitu mengumpulkan data melalui dialog dan tanya jawab
terhadap sumber langsung seperti, hakim, panitera, para pihak yang
berperkara, kuasa hukum, dan orang-orang yang terkait yang ada
hubungannya dengan panulisan skripsi ini.
4. Pengolahan dan Analisis Data
Dalam rangka mengolah data yang telah ada, maka penulis menggunakan
beberapa metode yaitu:
a. Metode induktif, yaitu menganalisis data yang ada bersifat khusus
selanjutnya mengambil kesimpulan yang bersifat umum.
b. Metode deduktif, yaitu menganalisis data yang ada bersifat umum
selanjutnya mengambil kesimpulan yang bersifat khusus.
G. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui bagaimana teori pembuktian menurut hukum acara
perdata.
b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pembuktian oleh majelis hakim
Pengadilan Agama Watansoppeng.
2. Kegunaan Penelitian
Kegunaan yang diharapkan dalam skripsi ini adalah:
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a. Sebagai bahan masukan terhadap pengetahuan tentang penerapan teori-
teori pembuktian menurut hukum acara perdata di Pengadilan Agama
Watansoppeng.
b. Sebagai bahan rujukan dan pertimbangan kelak, jika menemukan hal
yang pada kaitannya berhubungan dengan pembahasan ini.
c. Sebagai bahan untuk menambah cakrawala pengetahuan dalam pokok
masalah yang akan dibahas dan memberikan pengetahuan yang luas
terhadap keadilan yang dicapai setelah proses pembuktian yang sesuai
dengan teori yang ada.
H. Garis Besar Isi Skripsi
Untuk memudahkan gambaran dan pemahaman skripsi ini, penulis membagi
tulisan ini dalam beberapa bab, kemudian terbagi lagi dalam beberapa sub bab.
Bab 1 yaitu pendahuluan yang berisi sub bab latar belakang masalah, rumusan
masalah, hipotesis, defenisi operasional dan ruang lingkup penelitian kajian pustaka,
tujuan, metode penelitian, serta tujuan dan kegunaan.
Bab II yaitu teori-teori pembuktian menurut hukum acara perdata yang berisi
sub bab pengertian pembuktian, hukum pembuktian dan teori beban pembuktian.
Bab III yaitu selayang pendang Pengadilan Agama Watansoppeng yang berisi
sejarah singkat Pengadilan Agama Watansoppeng, Pengadilan Agama Watansoppeng
sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dan syarat berperkara di Pengadilan Agama
Watansoppeng.
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Bab IV yaitu proses pembuktian di Pengadilan Agama Watansoppeng yang
berisi pembuktian oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, teori-teori
pembuktian yang diterapkan oleh hakim Pengadilan Agama Watansoppeng dan
problematika proses pembuktian di Pengadilan Agama Watansoppeng.
Bab V yaitu Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Serta dilampirkan
beberapa literatur dalam daftar pustaka, lampiran-lampiran bukti penelitian di
Pengadilan Agama Watansoppeng dan riwayat hidup penulis.
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BAB II
TEORI-TEORI PEMBUKTIAN MENURUT HUKUM ACARA PERDATA
A. Pengertian Pembuktian
Pembuktian secara etimologi berasal dari bukti yang berarti sesuatu yang
menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata bukti jika mendapat awalan pe dan
akhiran an maka berarti proses, perbuatan, cara membuktikan. Secara terminologi
pembuktian bararti usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang
pengadilan.1
Pembuktian menurut istilah bahasa arab berasal dari kata “Al- Bayyinah” yang
artinya “suatu yang menjelaskan”. Secara terminologi pembuktian berarti memberi
keterangan dengan dalil hingga meyakinkan. Beberapa pakar hukum Indonesia
memberikan berbagai macam pengertian mengenai pembuktian. Prof. Dr. Supomo,
misalnya, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri menerangkan
bahwa pembuktian mempuyai arti luas dan arti sempit (terbatas). Dalam arti luas
pembuktian berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang
sah, sedangkan dalam arti terbatas pembuktian itu hanya  diperlukan apabila yang
dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat.2
1Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif (Cet. I;
Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset), h. 25.
2Sulaikin Lubis, Th. Wismar ‘Ain Marzuki, dan Gemala Dewi, Hukum Acara Perdata
Peradilan Agama di Indonesia (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2006), h.136.
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Dari pengertian menurut Prof. Dr. Supomo di atas, pembuktian dalam arti luas
tersebut menghasilkan konsekuensi untuk memperkuat keyakinan hakim semaksimal
mungkin. Suatu pembuktian diharapkan dapat memberikan keyakinan hakim pada
tingkat yang meyakinkan dan dihindarkan pemberian putusan apabila terdapat kondisi
meragukan atau yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan dalam pengambilan
keputusan berdasar kondisi ragu ini dapat memungkinkan adanya penyelewengan.
Rasulullah Saw. lebih cenderung mengharamkan atau menganjurkan meninggalkan
perkara yang subhat.3
Dalam arti terbatas sebagaimana tersebut di atas, yaitu bahwa pembuktian
baru diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat dibantah oleh tergugat,
suatu pembuktian memerlukan adanya dalil. Ini berarti bahwa hal-hal kebenaran yang
tidak dibantah oleh tergugat tidak perlu dibuktikan. Menurut Prof. R. Subekti, SH,
dalam bukunya Hukum Pembuktian, membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang
kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dalil
dalam Hukum Islam dimaksudkan untuk mendudukkan kebenaran pada kebenaran
materil.4
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata disebutkan bahwa setiap
orang yang mendalikan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan




peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut (Pasal 163
HIR (289 RBg) dan Pasal 1865 KUHPerdata). Sebab itu, pembuktian dapat diartikan
sebagai upaya memberi kepastian dalam arti yuridis, memberi dasar-dasar yang
cukup kepada hakim tentang kebenaran dari suatu peristiwa yang diajukan oleh pihak
yang berperkara secara formil, artinya terbatas pada bukti-bukti yang diajukan dalam
persidangan.5
Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang
sangat penting. Kita ketahui bahwa hukum acara atau hukum formil bertujuan hendak
menegakkan dan mempertahankan hukum materil. Jadi secara formil hukum
pembuktian itu mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat di
dalam RBg dan HIR. Sedangkan secara materil, hukum pembuktian itu mengatur
dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu dipersidangan
serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut.
Dalam jawab menjawab di muka sidang pengadilan, pihak-pihak yang
berperkara dapat mengemukakan peristiwa-peristiwa yang dapat dijadikan dasar
untuk meneguhkan hak perdatanya atau untuk membantah hak perdata pihak lain.
Peristiwa-peristiwa tersebut sudah tentu tidak cukup dikemukakan begitu saja, baik
secara tertulis maupun lisan. Akan tetapi, harus diiringi atau disertai bukti-bukti yang
5Sophar Maru Hutagalung, Praktik Peradilan Perdata: Teknis Menangani Perkara di
Pengadilan (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 81.
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sah menurut hukum agar dapat dipastikan kebenarannya. Dengan kata lain, peristiwa-
peristiwa itu harus disertai pembuktian secara yuridis.
Dengan demikian, yang dimaksud dengan pembuktian adalah penyajian alat-
alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara
guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.
Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa di muka
pengadilan maupun dalam perkara-perkara permohonan yang menghasilkan suatu
penetapan.
Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki
apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau
tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat
menginginkan kemenangan dalam suatu perkara.
Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi
dasar gugatannya, maka gugatannya tersebut akan ditolak, namun apabila sebaliknya
maka gugatannya tersebut akan dikabulkan sesuai dengan penilaian dan pertimbangan
majelis hakim.
Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan
kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apalagi diakui sepenuhnya oleh
pihak lawan tidak perlu dibuktikan lagi. Begitu pula dalam hal pembuktian tidak
selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya.
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Hakim yang memeriksa perkara tersebut yang akan menentukan siapa diantara
pihak-pihak yang berperkara yang diwajibkan memberikan bukti, apakah pihak
penggugat atau pihak tergugat. Dengan perkataan lain hakim sendiri yang
menentukan pihak yang mana akan memikul beban pembuktian. Hakim berwenang
membebankan kepada para pihak untuk mengajukan suatu pembuktian dengan cara
yang seadil-adilnya.
Dalam melakukan pembuktian seperti yang telah disebutkan di atas, para
pihak yang berperkara dan hakim yang memimpin pemeriksaan perkara
dipersidangan harus mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam hukum pembuktian
yang mengatur tentang cara pembuktian, beban pembuktian, macam-macam alat
bukti serta kekuatan alat-alat bukti tersebut, dan sebagainya.
Hukum pembuktian ini termuat dalam HIR (Herziene Indonesische Reglement)
yang berlaku diwilayah Jawa dan Madura, Pasal 162 sampai dengan Pasal 177, RBg
(Rechtsreglement voor de Buitengewesten) berlaku diluar wilayah Jawa dan Madura, Pasal
282 sampai dengan Pasal 314, Stb. 1867 No. 29 tentang kekuatan pembuktian akta di
bawah tangan, dan BW (Burgerlijk Wetboek) atau KUHPerdata Buku IV Pasal 1865
sampai dengan Pasal 1945.
Menurut Sobhi Mahmasoni yang dimaksud membuktikan suatu perkara
adalah mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang
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menyakinkan. Yang dimaksud meyakinkan adalah apa yang menjadi ketetapan atau
keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu.6
R. Subekti dalam hukum pembuktian, mendefinisikan pembuktian adalah
menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam
suatu persengketaan.7
Sedangkan menurut R. Supomo, pembuktian mempunyai dua arti, yaitu arti
yang luas dan arti yang terbatas. Arti yang luas adalah membenarkan hubungan
hukum, yaitu apabila hakim mengabulkan tuntutan penggugat, pengabulan ini
mengandung arti bahwa hakim menarik kesimpulan bahwa apa yang dikemukakan
oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah
benar. Untuk itu membuktikan dalam arti yang luas berarti memperkuat kesimpulan
hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah.Dalam arti yang terbatas, pembuktian
yang diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh
tergugat. Apa yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan. Dalam arti yang terbatas
inilah orang mempersoalkan hal pembagian beban pembuktian.8
Setelah menelaah beberapa pengartian pembuktian di atas, maka penulis dapat
mengambil kesimpulan dalam hal pengartian pembuktian yaitu suatu proses yang
mutlak ditempuh para pihak yang berperkara di pengadilan untuk meyakinkan hakim
6Anshoruddin, op. cit., h. 26.
7R. Subekti, Hukum Pembuktian (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1999), h. 1.
8Anshoruddin, op. cit., h. 27.
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terhadap dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan di muka sidang pengadilan guna
mencapai kepastian hukum.
Sedangkan tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa
suatu pristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi sehingga mendapatkan
putusan hakim yang benar dan adil, tujuan pembuktian di atas yaitu memperoleh
suatu kejelasan dan kepastian suatu peristiwa.
Beban untuk membuktikan kebenaran dakwaan atau gugatan dalam hukum
acara Islam, diletakkan diatas pundak pendakwa atau penguggat, diantara kaidah kulli
(umum), bukti itu adalah untuk menetapkan sesuatu yang berlawanan dengan lahir,
sedangkan sumpah dilakukan untuk mempertahankan hukum asal (kenyataan).
Rasulullah SAW menjelaskan masalah pembebanan pembuktian yang populer
dalam perspektif  hukum Islam adalah:”Pembuktian dibebankan pada penggugat dan
sumpah kepada tergugat”. Pembuktian dibebankan pada penguggat (affirmanti
incoumbil probato), bahwa mendapatkan hukum yang sesuai petitum gugatannya,
seorang penguggat harus mengemukakan bukti-bukti yang membenarkan dalil-dalil
gugatannya.
B. Hukum Pembuktian
Hukum pembuktian (law of efidence)  dalam berperkara merupakan bagian
yang sangat kompleks dalam proses investigasi. Keadaan kompleksitasnya makin
rumit karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau
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peristiwa masa lalu (past event) sebagai suatu kebenaran (thruth). Meskipun
kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata bukan
kebenaran yang bersifat absolut (ultimate thruth) tetapi bersifat kebenaran relatif atau
bahkan cukup bersifat kemungkinan (probable), namun untuk mencari kebenaran
yang demikianpun tetap menghadapi kesulitan.9
Kesulitan menemukan dan mewujudkan kebenaran terutama disebabkan
beberapa faktor:10
Pertama, faktor sistem adversarial (adversarial system). Sistem ini
mengharuskan memberi hak yang sama kepada para pihak yang berperkara untuk
saling mengajukan kebenaran masing-masing, serta mempunyai hak untuk saling
membantah kebenaran yang diajukan pihak lawan sesuai dengan proses adversarial
(adversarial proceeding).
Kedua, pada prinsipnya, kedudukan hakim dalam proses pembuktian, sesuai
dengan sistem adversarial adalah lemah dan pasif. Tidak aktif mencari dan
menemukan kebenaran di luar apa yang diajukan dan disampaikan para pihak dalam
persidangan. Kedudukan hakim dalam proses perdata sesuai dengan  sistem
adversarial atau kontentiosa tidak boleh melangkah kearah sistem inkuisitorial
(inquisitorial system). Hakim perdata dalam menjalankan fungsi mencari kebenaran,
dihalangi oleh berbagai tembok pembatasan. Misalnya, tidak bebas memilih sesuatu
apabila hakim dihadapkan dengan alat bukti yang sempurna dan mengikat (akta
9M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Cet. X; Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 496.
10Ibid., h. 496-497.
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otentik, pengakuan atau sumpah). Dalam hal itu sekalipun kebenarannya diragukan
hakim tidak punya kebebasan untuk menilainya.
Ketiga, mencari dan menemukan kebenaran semakin lemah dan sulit,
disebabkan fakta dan bukti yang diajukan para pihak tidak dianalisis dan dinilai oleh
ahli.
Terkadang bukti keterangan yang disampaikan saksi penuh emosi atau
prasangka yang berlebihan. Bahkan dalam kenyataan, kebenaran yang dikemukakan
dalam alat bukti, sering mengandung dan melekat unsur:
A. Dugaan dan prasangka
B. Faktor kebohongan
C. Unsur kepalsuan.
Akibat keadaan ini, dalam putusan yang dijatuhkan hakim tidak terkandung
kebenaran hakiki, tetapi kebenaran yang mengandung prasangka, kebohongan dan
kepalsuan.
Sekedar upaya untuk menyaring dan mengontrol putusan yang mengadung
kebenaran yang berisi kepalsuan dan kebohongan, hakim harus menolak alat bukti
yang secara inheren tidak dipercaya  (inherently unreliable) dan menyisihkan alat
bukti yang tidak berharga (eliminating worthless evidence).
Untuk mencapai pembuktian yang maksimal maka perlu diketahui tentang
prinsip umum pembuktian. Yang dimaksud prinsip umum pembuktian adalah
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landasan penerapan pembuktian. Semua pihak, termasuk hakim harus berpegang pada
patokan yang digariskan prinsip yang dimaksud. Memang di samping itu masih
terdapat lagi prinsip-prinsip khusus yang berlaku untuk setiap jenis alat bukti,
sehingga harus juga dijadikan patokan dalam penerapan sistem pembuktian. Namun
apa yang dibicarakan dalam prinsp umum, merupakan ketentuan yang berlaku bagi
sistem hukum pembuktian secara umum.
1. Pembuktian Mencari dan Mewujudkan Kebenaran Formil.
Sistem pembuktian yang dianut hukum acara perdata, tidak bersifat stelsel
negatif menurut undang-undang (negatief wettelijk stelsel), seperti dalam proses
pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian kebenaran. Kebenaran yang dicari dan
diwujudkan dalam proses peradilan pidana, selain berdasarkan alat bukti yang sah
dan mencapai batas minimal pembuktian, kebenaran itu harus diyakini hakim. Prinsip
inilah yang disebut beyond reasonable doubt . Kebenaran yang diwujudkan benar-benar
berdasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan, sehingga kebenaran itu dianggap
bernilai sebagai kebenaran hakiki.11
Sistem pembuktian ini diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Namun, tidak
demikian dalam proses peradilan perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan
hakim cukup kebenaran formil (formeel waarheid). Pada dasarnya tidak dilarang
pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materil. Akan tetapi bila
11R. Subekti, Hukum Pembuktian (Jakarta: PT. Pradnya Paramita,  2007), h. 9.
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kebenaran materiil tidak ditemukan, hakim dibenarkan oleh hukum mengambil
putusan berdasarkan kebenaran formil.12
Dalam rangka mencari kebenaran formil, perlu diperhatikan beberapa prinsip
sebagai pegangan bagi hakim maupun bagi para pihak yang berperkara:
a. Tugas dan Peran Hakim Bersifat Pasif.
Hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-
hal yang diajukan penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, fungsi dan peran
hakim dalam proses perkara perdata hanya terbatas pada mencari dan
menemukan kebenaran formil, dimana kebenaran tersebut diwujudkan sesuai
dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama
proses persidangan berlangsung.
Sehubungan dengan sifat pasif tersebut, apabila hakim yakin bahwa apa
yang digugat dan diminta penggugat adalah benar, tetapi penggugat tidak
mampu mengajukan bukti tentang kebenaran yang diyakininya, maka hakim
harus menyingkirkan keyakinan itu dengan menolak kebenaran dalil gugatan,
karena tidak didukung dengan bukti dalam persidangan.
Makna pasif bukan hanya sekedar menerima dan memeriksa apa-apa yang
diajukan para pihak, tetapi tetap berperan dan berwenang menilai kebenaran
fakta yang diajukan ke persidangan, dengan ketentuan:13
12M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika,  2005), h.  498.
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1) Hakim tidak dibenarkan mengambil prakarsa aktif meminta para
pihak mengajukan atau menambah pembuktian yang diperlukan.
Semuanya itu menjadi hak dan kewajiban para pihak. Cukup atau tidak
alat bukti yang diajukan terserah sepenuhnya kepada kehendak para
pihak. Hakim tidak dibenarkan membantu pihak manapun untuk
melakukan sesuatu, kecuali sepanjang hal yang ditentukan undang-
undang. Misalnya berdasarkan Pasal 165 RBg/139 HIR, salah satu pihak
dapat meminta bantuan kepada hakim untuk memanggil dan
menghadirkan seorang saksi melalui pejabat yang berwenang agar saksi
tersebut menghadap pada hari sidang yang telah ditentukan, apabila
saksi yang bersangkutan relevan akan tetapi pihak tersebut tidak dapat
menghadirkan sendiri saksi tersebut secara sukarela.
2) Menerima setiap pengakuan dan pengingkaran yang diajukan para pihak
dipersidangan, untuk selanjutnya dinilai kebenarannya oleh hakim.
3) Pemeriksaan dan putusan hakim, terbatas pada tuntutan yang diajukan
penggugat dalam gugatan. Hakim tidak boleh melanggar asas atau ultra
petita partium yang digariskan Pasal 189 RBg/178 HIR ayat (3) yang
menyatakan hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang
tidak diminta atau mengabulkan lebih dari pada yang digugat. Misalnya
yang dituntut penggugat Rp.100 juta, tetapi dipersidangan terbukti
13Ibid., h. 500.
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kerugian yang dialami Rp. 200 juta, maka yang boleh dikabulkannya
terbatas Rp.100 juta sesuai dengan tuntutan yang disebut dalam petitum
gugatan.
b. Putusan Berdasarkan Pembuktian Fakta.
Hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa pembuktian. Kunci
ditolak atau dikabulkannya gugatan harus berdasarkan pembuktian yang
bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak. Pembuktian hanya dapat
ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta. Pembuktian tidak dapat
ditegakkan tanpa ada fakta-fakta yang mendukungnya.
1) Fakta yang dinilai dan diperhitungkan terbatas yang diajukan dalam
persidangan. Para pihak diberi hak dan kesempatan menyampaikan
bahan atau alat bukti, kemudian bahan atau alat bukti tersebut
diserahkan kepada hakim. Bahan atau alat bukti yang dinilai
membuktikan kebenaran yang didalilkan pihak manapun hanya fakta
langsung dengan perkara yang disengketakan. Apabila bahan atau alat
bukti yang disampaikan di persidangan tidak mampu membenarkan
fakta yang berkaitan dengan perkara yang disengketakan maka tidak
bernilai sebagai alat bukti.14
14Ibid., h. 501.
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2) Fakta yang terungkap di luar persidangan.
Di atas telah dijelaskan bahwa hanya fakta-fakta yang diajukan
dipersidangan yang dapat dinilai dan diperhitungkan untuk menentukan
kebenaran dalam mengambil putusan. Artinya, fakta yang dapat dinilai dan
diperhitungkan hanya yang disampaikan oleh para pihak kepada hakim
dalam persidangan. Hakim tidak dibenarkan menilai dan memperhitungkan
fakta-fakta yang tidak diajukan pihak yang berperkara. Misalnya, fakta
yang ditemukan hakim dari surat kabar atau majalah adalah fakta yang
diperoleh hakim dari sumber luar, bukan dalam persidangan maka tidak
dapat dijadikan fakta untuk membuktikan kebenaran yang didalilkan oleh
salah satu pihak.
Walaupun sedemikian banyak fakta yang diperoleh dari berbagai
sumber, selama fakta tersebut bukan diajukan dan diperoleh dalam
persidangan maka fakta tersebut tidak dapat dinilai dalam mengambil
putusan. Meskipun banyak orang yang memberitahukan dan menunjukkan
fakta kepada hakim tentang kebenaran perkara yang disengketakan, fakta
tersebut harus ditolak dan disingkirkan dalam mencari kebenaran atas
perkara dimaksud. Fakta yang demikian disebut out of court, oleh karena itu
tidak dapat dijadikan dasar mencari dan menemukan kebenaran.15
3) Hanya fakta berdasar kenyataan yang bernilai pembuktian.
15Ibid., h. 501.
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Selain fakta harus diajukan dan ditemukan dalam proses persidangan,
fakta yang bernilai sebagai pembuktian, hanya terbatas pada fakta yang
konkret dan relevan yakni jelas dan nyata membuktikan suatu keadaan atau
peristiwa yang berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan.
Dengan kata lain, alat bukti yang dapat diajukan hanyalah yang
mengandung fakta-fakta konkret dan relevan atau bersifat prima facie,
yaitu membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang langsung berkaitan
erat dengan perkara yang sedang diperiksa. Sedangkan fakta yang abstrak
dalam hukum pembuktian dikategorikan sebagai hal yang semu, oleh
karena itu tidak bernilai sebagai alat bukti untuk membuktikan sesuatu
kebenaran.16
2. Pengakuan Mengakhiri Pemeriksaan Perkara.
Pada prinsipnya, pemeriksaan perkara sudah berakhir apabila salah satu pihak
memberikan pengakuan yang bersifat menyeluruh terhadap materi pokok perkara.
Apabila tergugat mengakui secara murni dan bulat atas materi pokok yang
didalilkan penggugat, dianggap perkara yang disengketakan telah selesai, karena
dengan pengakuan itu telah dipastikan dan diselesaikan hubungan hukum yang terjadi
antara kedua pihak. Begitu juga sebaliknya, kalau penggugat membenarkan dan
mengakui dalil bantahan yang diajukan tergugat, berarti sudah dapat dipastikan dan
dibuktikan gugatan yang diajukan penggugat sama sekali tidak benar. Apalagi jika
16Ibid., h. 502.
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didekati dari ajaran pasif, meskipun hakim mengetahui dan yakin pengakuan itu
bohong atau berlawanan dengan kebenaran, hakim harus menerima pengakuan itu
sebagai fakta dan kebenaran.
Oleh karena itu, hakim harus mengakhiri pemeriksaan karena dengan
pengakuan tersebut materi pokok perkara dianggap telah selesai secara tuntas. Akan
tetapi, agar penerapan pengakuan mengakhiri perkara tidak keliru, perlu dijelaskan
lebih lanjut beberapa hal antara lain sebagai berikut:17
a. Pengakuan yang diberikan tanpa syarat.
Pengakuan yang berbobot mengakhiri perkara, apabila:
1) Pengakuan diberikan secara tegas. Pengakuan yang diucapkan atau
diutarakan secara tegas baik dengan lisan atau tulisan di depan
persidangan.
2) Pengakuan yang diberikan murni dan bulat. Pengakuan tersebut bersifat
murni dan bulat serta menyeluruh terhadap materi pokok perkara,
dengan demikian pengakuan yang diberikan harus tanpa syarat atau
tanpa kualifikasi dan langsung mengenai materi pokok perkara.
Apabila pengakuan yang diberikan bersyarat, apalagi tidak ditujukan
terhadap pokok perkara, maka pengakuan tersebut tidak dapat dijadikan dasar
mengakhiri pemeriksaan perkara.
b. Tidak menyangkal dengan cara berdiam diri.
17Ibid., h. 505.
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Apabila tergugat tidak mengajukan sangkalan tetapi mengambil sikap
berdiam diri peristiwa itu tidak dapat ditafsirkan menjadi fakta atau bukti
pengakuan tanpa syarat, oleh karena itu sikap tergugat tersebut tidak dapat
dikonstruksi sebagai pengakuan murni dan bulat karena kategori pengakuan
yang demikian harus dinyatakan secara tegas barulah sah dijadikan pengakuan
yang murni tanpa syarat, sedangkan dalam keadaan diam, tidak pasti dengan
jelas apa saja yang diakui, sehingga belum tuntas penyelesaian mengenai
pokok perkara, oleh karena itu, tidak sah dijadikan dasar mengakhiri perkara.
c. Menyangkal tanpa alasan yang cukup.
Dalam hal ini ada diajukan sangkalan atau bantahan tetapi tidak didukung
dengan dasar alasan (opposition without basic reason) dapat dikonstruksi dan
dianggap sebagai pengakuan yang murni dan bulat tanpa syarat sehingga
membebaskan pihak lawan untuk membuktikan fakta-fakta materi pokok
perkara, dengan demikian proses pemeriksaan perkara dapat diakhiri. Akan
tetapi perkembangan praktik memperlihatkan kecenderungan yang lebih
bersifat lentur, yang memberikan hak kepada pihak yang berdiam diri atau
kepada yang mengajukan sangkalan tanpa alasan (opposition without
basicreason).
Untuk mengubah sikap diam atau sangkalan itu dalam proses persidangan
selanjutnya, dan hal itu merupakan hak sehingga hakim wajib memberi
kesempatan kepada yang bersangkutan untuk mengubah dan memperbaikinya.
Lain halnya pengakuan yang diberikan secara tegas dipersidangan.
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Pengakuan tersebut langsung bersifat mengikat (binding) kepada para pihak,
oleh karena itu tidak dapat dicabut kembali (onherroeppelijk) dan juga tidak
dapat diubah atau diperbaiki lagi sesuai dengan ketentuan Pasal 1926
KUHPerdata.18
3. Fakta-fakta yang tidak perlu dibuktikan.
Tidak semua fakta harus dibuktikan. Fokus pembuktian ditujukan pada
kejadian atau peristiwa hubungan hukum yang menjadi pokok persengketaan sesuai
dengan yang didalilkan dalam fundamentum petendi gugatan pada satu segi dan apa
yang disangkal pihak lawan pada sisi lain.19
Sehubungan dengan itu, akan diuraikan hal-hal yang tidak perlu dibuktikan dalam
pemeriksaan perkara perdata:
a. Hukum positif tidak perlu dibuktikan
Hal ini bertitik tolak dari doktrin curia novit jusa atau jus curia novit,  yakni
pengadilan atau hakim dianggap mengetahui segala hukum positif. Bahkan
bukan hanya hukum positif tetapi meliputi semua hukum. Pihak yang
berperkara tidak perlu menyebut hukum mana yang dilanggar dan hukum
mana yang harus diterapkan, karena hal itu dianggap sudah diketahui hakim.




20A. Pitlo, Pembuktian dan Daluwarsa (Jakarta: PT. Intermasa, 1978), h. 17.
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a) Hakim harus melaksanakan hukum yang sesuai dengan kasus yang
disengketakan, dan hukum yang harus diterapkan, tidak boleh
sedikitpun bertentangan dengan hukum positif maupun dengan hukum
objektif yang berlaku.
b) Hakim diwajibkan mencari dan menemukan hukum yang persis berlaku
untuk diterapkan dalam perkara yang bersangkutan baik dari kumpulan
perundang-undangan, berita negara, yurisprudensi atau komentar
hukum.
c) Para pihak yang berperkara tidak dapat dituntut untuk membuktikan
kepada hakim tentang adanya peraturan perundang-undangan maupun
yurisprudensi yang berlaku terhadap perkara yang disengketakan.
Bahkan mengenai hukum kebiasaanpun tidak dapat dituntut
pembuktiannya kepada para pihak yang berperkara.
b. Fakta yang diketahui umum tidak dibuktikan.
Mengenai fakta yang diketahui umum tidak dibuktikan, dalam hukum acara
perdata tidak diatur secara tegas, tetapi hal ini telah diterima secara luas
sebagai suatu doktrin hukum pembuktian yang dikenal dengan notoir feiten atau
fakta notoir.
Adapun pengertian fakta yang diketahui umum yaitu setiap peristiwa atau
keadaan yang dianggap harus diketahui oleh orang yang berpendidikan atau
beradab yang mengikuti perkembangan jaman, mereka dianggap harus
mengetahui kejadian atau keadaan tersebut tanpa melakukan penelitian atau
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pemeriksaan yang seksama dan mendalam dan hal tersebut diketahui secara
pasti berdasarkan pengalaman umum dalam kehidupan masyarakat, bahwa
kejadian atau keadaan itu memang demikian, untuk dipergunakan sebagai
dasar hukum membenarkan sesuatu tindakan kemasyarakatan yang serius
dalam bentuk putusan hakim.21
Misalnya, merupakan fakta notoir bahwa pada hari minggu semua kantor
pemerintah tutup, dan bahwa harga tanah di kota lebih mahal dari pada harga
tanah di desa. Sehubungan dengan hal yang telah diuraikan di atas, fakta yang
diketahui hakim secara pribadi tidak termasuk fakta yang diketahui umum.
Oleh karena itu, fakta yang diketahui hakim secara pribadi tidak dapat berdiri
sendiri sebagai bukti tetapi harus didukung lagi oleh alat bukti lain untuk
mencapai batas minimal pembuktian.22
c. Fakta yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan.
Sesuai dengan prinsip pembuktian, yang wajib dibuktikan ialah hal atau
fakta yang disangkal atau dibantah oleh pihak lawan. Bertitik tolak dari
prinsip ini maka fakta yang tidak disangkal oleh pihak lawan tidak perlu
dibuktikan karena secara logis sesuatu fakta yang tidak dibantah dianggap
21M. Yahya Harahap, op cit, h. 510.
22Ibid., h. 511.
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telah terbukti kebenarannya. Tidak menyangkal atau membantah dianggap
mengakui dalil dan fakta yang diajukan.23
d. Fakta yang ditemukan selama proses persidangan.
Fakta atau peristiwa yang diketahui, dialami, dilihat atau didengar hakim
selama proses pemeriksaan persidangan berlangsung, tidak perlu dibuktikan.
Karena fakta atau peristiwa itu memang demikian adanya sehingga telah
merupakan kebenaran yang tidak perlu lagi dibuktikan sebab hakim sendiri
mengetahui bagaimana yang sebenarnya.
Misalnya, tergugat tidak datang menghadiri sidang yang telah ditentukan,
penggugat tidak perlu membuktikan fakta tersebut sebab hakim sendiri
mengetahuinya dan bahkan hal tersebut telah dicatat pula dalam berita acara.
Atau misalnya apabila penggugat ataupun tergugat menyatakan pengakuan
secara tegas di persidangan, peristiwa itu tidak perlu dibuktikan karena hakim
mengetahui dan mendengar sendiri hal tersebut.
Atau ketika tergugat menolak ataupun tidak mampu menunjukkan surat,
dokumen asli maupun fotokopi alat bukti yang diajukannya, hal ini
merupakan fakta yang tidak perlu dibuktikan, karena hakim sendiri melihat
dan mengetahui sendiri hal tersebut melalui persidangan, bahkan hal tersebut





Salah satu prinsip dalam hukum pembuktian yaitu memberi hak kepada pihak
lawan mengajukan bukti lawan. Pasal 1918 KUHPerdata menyatakan: “Suatu putusan
hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, dengan mana seorang telah
dijatuhkan hukuman karena suatu kejahatan maupun pelanggaran, di dalam suatu
perkara perdata dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah
dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya”.25
Dengan kata lain, Pasal 1918 KUHPerdata ini memberi hak kepada pihak
lawan untuk mengajukan pembuktian sebaliknya terhadap pembuktian yang melekat
pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pembuktian sebaliknya
itulah yang dimaksud dengan bukti lawan atau tegenbewijs.
Dalam teori maupun praktek, bukti lawan selalu dikaitkan dengan
pihak tergugat. Oleh karena itu, bukti lawan selalu diartikan sebagai bukti penyangkal
(contra-enquete) yang diajukan dan disampaikan oleh tergugat dipersidangan untuk
melumpuhkan pembuktian yang dikemukakan pihak lawan.26
Adapun tujuan utama pengajuan bukti lawan selain untuk membantah dan
melumpuhkan kebenaran pihak lawan, juga dimaksudkan untuk meruntuhkan
penilaian hakim atas kebenaran pembuktian yang diajukan pihak lawan tersebut.
Terdapat dua prinsip pokok yang harus diperhatikan sehubungan dengan penerapan
bukti lawan.
25Solahuddin, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata (Cet. I;
Jakarta: Visimedia, 2008), h. 579.
26A. Pitlo, Op cit, h. 34.
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Prinsip yang pertama, semua alat bukti yang diajukan pihak lain, dalam hal ini
penggugat, dapat dibantah atau dilumpuhkan dengan bukti lawan. A. Pitlo
menyatakan bahwa bukti lawan dapat dikemukakan juga dalam hal bukti yang
diberikan mempunyai daya pembuktian wajib. Semua bukti dapat disangkal ataupun
dilemahkan. Beliau juga menambahkan bahwa bukti lawan adalah bukti  yang sama
mutunya dan sama kadarnya dengan bukti. Alat yang dipakai untuk memberikan bukti
lawan adalah sama dengan alat yang dipakai untuk memberikan bukti, dan daya alat-
alat itu sama kuatnya.27
Prinsip yang kedua, tidak semua alat bukti dapat dilumpuhkan dengan bukti
lawan. Hal ini tergantung pada ketentuan undang-undang. Apabila undang-undang
menentukan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti itu bersifat
menentukan atau memaksa maka alat bukti tersebut tidak dapat dibantah maupun
dilumpuhkan dengan bukti lawan.
Misalnya alat bukti sumpah pemutusan beslissende eed yang disebut dalam
Pasal 1929 KUHPerdata dan Pasal 182 RBg/155 HIR. Dengan begitu, bukti lawan
hanya dapat diajukan terhadap alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan bebas
(vrijbewijs kracht), seperti alat bukti saksi maupun alat bukti yang mempunyai nilai
kekuatan sempurna (volledig bewijskracht) seperti akta otentik atau akta di bawah
tangan.28
27Ibid., h. 35.
28M. Yahya Harahap, op cit, h. 515.
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Suatu hal yang perlu diperhatikan, pada dasarnya pengajuan bukti lawan harus
berdasarkan asas proporsional. Artinya bahwa bukti lawan yang diajukan tidak boleh
lebih rendah nilainya dari bukti yang hendak dilumpuhkan. Sehubungan dengan hal
itu pula, dianggap beralasan menentukan syarat ataupun kadar bukti lawan yang dapat
diajukan untuk melumpuhkan bukti yang diajukan pihak lawan yaitu:29
a. Mutu dan kadar kekuatan pembuktiannya paling tidak sama dengan bukti
yang dilawan.
b. Alat bukti lawan yang diajukan sama jenis dengan alat bukti yang dilawan.
c. Kesempurnaan dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya sama
kuatnya.
Akan tetapi, persyaratan itu tidak mutlak apabila peraturan perundang-
undangan menentukan lain maka syarat tersebut dapat disingkirkan. Sebelum
membahas lebih jauh mengenai macam-macam alat bukti, maka terlebih dahulu harus
diketahui dan dimengerti beberapa pengertian tentang bukti dan juga beberapa teori
pembuktian.
a. Bukti lemah.
Bukti lemah adalah alat bukti yang dikemukakan penggugat yang sedikitpun
tidak memberikan pembuktian atau memberikan pembuktian tetapi tidak memenuhi
syarat yang dibutuhkan untuk menerima dalil-dalil gugatan, artinya alat bukti ini
hanya mempunyai daya bukti permulaan (kracht van beginbewijs).
29Ibid., h. 515.
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Jadi derajat bukti yang dibutuhkan belum tercapai, oleh karena itu gugatan
harus ditolak dan penggugat sebagai pihak yang kalah. Daya bukti permulaan saja
tidak dapat menjadi dasar hakim bagi penerimaan suatu gugatan.30
b. Bukti sempurna.
Bukti sempurna adalah bukti yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan
telah sempurna, artinya tidak perlu lagi melengkapi dengan alat bukti lain, dengan
tidak mengurangi kemungkinan diajukan dengan bukti sangkalan (tengen bewijs). Jadi
dengan bukti sempurna yang diajukan tersebut, memberikan kepada hakim kepastian
yang cukup, akan tetapi masih dapat dijatuhkan oleh bukti sangkalan. Dengan
demikian, bukti sempurna mengakibatkan suatu pendapat hakim bahwa tuntutan
penggugat benar dan harus diterima kecuali tergugat dengan bukti sangkalannya
(tengen bewijs) berhasil mengemukakan alat bukti yang berdaya bukti cukup guna
menyangkal apa yang dianggap oleh hakim telah benar.31
c. Bukti pasti/menentukan (Beslissend Bewijs).
Akibat diajukan pembuktian dengan alat bukti yang mempunyai daya bukti
pasti/menentukan, maka terhadap pembuktian tersebut tidak diperbolehkan untuk
memajukan bukti sangkalan. Pembuktian dengan alat bukti pasti/menentukan,
mengakibatkan bagi penggugat atau tergugat yang mengemukakan alat bukti tersebut,
suatu posisi yang tidak dapat diganggu gugat lagi. Dengan demikian tuntutan yang
30Hari Sasangka, Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi
(Bandung: CV Mandar Maju, 2005), h. 19.
31Ibid., h. 19.
43
diajukan dianggap benar, beralasan dan dapat diterima. Peluang pihak lawan untuk
mengajukan bukti sangkalan tidak ada lagi.32
d. Bukti yang mengikat (Verplicht Bewijs).
Dengan adanya alat bukti yang mempunyai daya bukti mengikat, maka hakim
wajib untuk menyesuaikan keputusannya dengan pembuktian tersebut. Contoh dalam
hal ini adalah dalam hal adanya sumpah pemutus (sumpah decissoir).33
e. Bukti sangkalan (Tengen Bewijs).
Bukti sangkalan adalah alat bukti yang dipergunakan dalam bantahan terhadap
pembuktian yang diajukan oleh lawan dalam persidangan. Pembuktian ini bertujuan
untuk menggagalkan gugatan pihak lawan. Pada prinsipnya segala bukti dapat
dilemahkan dengan bukti sangkalan, kecuali undang-undang sendiri secara tegas
melarang diajukannya suatu alat bukti sangkalan, misalnya terhadap sumpah pemutus
(sumpah decissoir) yang diatur dalam Pasal 1936KUHPerdata.34
Seperti telah diuraikan di atas, maka pembuktian dilakukan oleh para pihak
bukan oleh hakim. Namun, hakim yang memerintahkan kepada para pihak untuk
mengajukan alat-alat buktinya. Ada beberapa teori tentang beban pembuktian yang
menjadi pedoman bagi hakim:35
a. Teori hukum subyektif (teori hak).
Teori ini menetapkan bahwa barang siapa yang mengaku atau




35Krisna Harahap, Hukum Acara Peradata (Bandung: Penerbit Grafitri, 2003), h. 69.
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b. Teori hukum objektif.
Teori ini mengajarkan bahwa seorang hakim harus melaksanakan peraturan
hukum atas fakta-fakta untuk menemukan kebenaran peristiwa yang diajukan
kepadanya.
c. Teori hukum acara dan teori kelayakan kedua.
Teori ini bermuara pada hasil yang sama yakni hakim seyogianya
berdasarkan kepatutan membagi beban pembuktian.
Asas (audit et alteram partem) atau juga asas kedudukan prosesuil yang sama dari
para pihak dimuka hakim merupakan asas pembagian beban pembuktian menurut
teori ini. Hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan
para pihak, dengan demikian hakim harus memberi beban kepada kedua belah pihak
secara seimbang dan adil sehingga kemungkinan menang antara para pihak adalah
sama.
Sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya, hakim bebas untuk
menilai pembuktian. Jadi yang berwenang menilai pembuktian yang tidak lain
merupakan penilaian suatu kenyataan adalah hakim, dan hanya judex facti. Terdapat 3
(tiga) buah teori bagi hakim di dalam menilai alat bukti yang diajukan oleh para
pihak:
a. Teori pembuktian bebas.
Teori ini menghendaki kebebasan yang seluas-luasnya bagi hakim, didalam
menilai alat bukti. Hakim tidak terikat oleh suatu ketentuan hukum, atau
setidaknya ikatan-ikatan oleh ketentuan hukum harus dibatasi seminimum
mungkin. Menghendaki kebebasan yang luas berarti menaruh kepercayaan atas
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hakim untuk bersikap penuh rasa tanggung jawab, jujur, tidak memihak,
bertindak dengan keahlian dan tidak terpengaruh oleh apapun dan oleh
siapapun.36
b. Teori pembuktian negatif.
Teori ini menginginkan adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat, yang
bersifat negatif. Ketentuan tersebut membatasi hakim dengan larangan
untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Jadi hakim
dilarang dengan pengecualian. (Pasal 306 RBg/169 HIR, Pasal 1905
KUHPerdata).37
Pasal 306 RBg/169 HIR: “Keterangan seorang saksi saja, dengan tidak ada
suatu alat bukti lain, tidak dapat dipercayai di dalam hukum”. Pasal 1905
KUHPerdata: “Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, di
muka pengadilan tidak boleh dipercaya”.
c. Teori pembuktian positif.
Disamping adanya larangan, teori ini menghendaki adanya perintah kepada
hakim. Disini hakim diwajibkan, tetapi dengan syarat. (Pasal 285 RBg/165
HIR, Pasal 1870 KUHPerdata).38
Pasal 285 RBg/165 HIR: “Akta otentik, yaitu suatu surat yang dibuat
menurut ketentuan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang
berkuasa untuk membuat surat itu, memberikan bukti yang cukup bagi kedua
belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak dari




padanya, tentang segala hal yang tersebut di dalam surat itu, dan juga tentang
yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut
kemudian itu hanya sekedar diberitahukan itu langsung berhubung dengan
pokok yang disebutkan dalam akta tersebut”.
Pasal 1870 KUHPerdata: “Suatu akta otentik memberikan di antara para
pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari
mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”. Dari
uraian di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa hukum pembuktian terdiri
dari:
1) Pembuktian formil, mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian
seperti terdapat dalam RBg/HIR.
2) Pembuktian materil, mengatur dapat tidaknya diterima pembuktian
dengan alat-alat bukti tertentu dipersidangan serta kekuatan pembuktian
dari bukti itu.
Dari urutan alat-alat bukti dalam hukum acara perdata, maka alat bukti tulisan
atau surat merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara perdata. Berbeda
dengan alat bukti dalam perkara pidana dimana alat bukti yang paling utama adalah
keterangan saksi.39
Hal ini dikarenakan seseorang yang melakukan tindak pidana selalu
menyingkirkan atau melenyapkan bukti-bukti tulisan dan apa saja yang
memungkinkan terbongkarnya tindak pidana yang dilakukan oleh para pelakunya,
sehingga bukti harus dicari dari keterangan orang-orang yang secara kebetulan
39Dalam Pasal 184 KUHAP dinyatakan alat-alat bukti dalam perkara pidana adalah: a.
keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa.
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melihat, mendengar, atau mengalami sendiri kejadian yang merupakan tindak pidana
tersebut.
Sebaliknya, dalam praktek perdata misalnya dalam perjanjian jual-beli, tukar-
menukar, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, penghibahan, perwasiatan,
pengangkutan, asuransi, dan sebagainya orang-orang yang melakukan perbuatan-
perbuatan tersebut umumnya dengan sengaja membuat bentuk tulisan untuk
keperluan pembuktian dikemudian hari jika diperlukan, misalnya apabila suatu ketika
timbul sengketa atas perbuatan tersebut maka dapat dibuktikan permasalahan dan
kebenarannya dengan akta yang bersangkutan. Atas kenyataan tersebut, dalam
perkara perdata alat bukti yang dianggap paling dominan dan determinan adalah alat
bukti tulisan atau surat.
Apabila tidak terdapat bukti-bukti yang berupa tulisan, maka pihak yang
diwajibkan membuktikan sesuatu berusaha mendapatkan orang-orang yang telah
melihat atau mengalami sendiri peristiwa yang harus dibuktikan tersebut.
Orang-orang tersebut di muka hakim diajukan sebagai saksi. Orang-orang
tersebut mungkin saja pada waktu terjadinya peristiwa itu dengan sengaja telah
diminta untuk menyaksikan kejadian yang berlangsung (misalnya dalam perjanjian
jual-beli, sewa-menyewa, dan lain-lain) dan ada pula orang-orang yang secara
kebetulan melihat atau mengalami peristiwa yang dipersengketakan tersebut.
Apabila tidak mungkin mengajukan saksi-saksi yang telah melihat atau
mengalami sendiri peristiwa yang harus dibuktikan, maka diusahakan
untuk membuktikan peristiwa-peristiwa lain yang memiliki hubungan erat dengan
peristiwa yang harus dibuktikan tadi, dan dari peristiwa itu hakim dapat mengambil
suatu kesimpulan.
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“dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di
antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua
orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa
maka yang seorang mengingatkannya”.40
Ayat di atas menjelaskan pentingnya ada saksi dalam suatu perkara, bahkan jika perlu
saksi harus lebih dari seorang.
Menyimpulkan terbuktinya suatu peristiwa dari terbuktinya peristiwa-
peristiwa lain inilah yang dinamakan persangkaan. Bila pembuktian dengan tulisan
dan kesaksian itu merupakan pembuktian secara langsung, maka pembuktian dengan
persangkaan dinamakan pembuktian secara tidak langsung karena pembuktian yang
diajukan tidak bersifat fisik melainkan diperoleh dari kesimpulan suatu hal atau
peristwa yang terjadi dipersidangan.
Persangkaan, selain yang merupakan kesimpulan yang ditarik oleh hakim dari
suatu peristiwa yang dipersengketakan yang disebut dengan persangkaan hakim, ada
pula yang merupakan ketentuan undang-undang yang mengambil kesimpulan-
40Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung; PT. Syamil Cipta Media,
2005) h. 48.
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kesimpulan seperti yang dilakukan oleh hakim yang disebut juga dengan persangkaan
undang-undang.
Pengakuan dan sumpah juga termasuk dalam kelompok pembuktian secara
tidak langsung. Karena pada dasarnya pengakuan bukan berfungsi membuktikan
tetapi pembebasan pihak lawan untuk membuktikan hal yang diakui pihak lain. Jika
tergugat mengakui dalil penggugat, pada dasarnya tergugat bukan membuktikan
kebenaran dalil tersebut, tetapi membebaskan penggugat dari kewajiban beban
pembuktian untuk membuktikan dalil yang dimaksud.
Sama halnya dengan sumpah, dalam hal ini, dengan diucapkannya sumpah yang
menentukan (decisoir eed) atau sumpah tambahan (aanvullend eed) dari suatu peristiwa
maka dapat disimpulkan adanya suatu kebenaran tentang hal yang dinyatakan dalam
lafal sumpah. Dengan kata lain, sumpah bukan membuktikan kebenaran tentang apa
yang dinyatakan dalam sumpah tersebut, tetapi dari sumpah itu disimpulkan
kebenaran yang dijelaskan dari sumpah tersebut.
Selain lima macam alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 1866 KUHPerdata
maupun Pasal 284 RBg/164 HIR, RBg/HIR masih mengenal alat pembuktian lain
yaitu pemeriksaan setempat dan keterangan ahli, seperti yang ditentukan dalam pasal-
pasal berikut: 41
Pasal 180 RBg/153 HIR ayat (1) menyatakan: “Jika dianggap dan berguna,
maka ketua dapat mengangkat seorang atau dua orang komisaris dari pada pengadilan
itu, yang dengan bantuan panitera akan memeriksa sesuatu keadaan setempat,
sehingga dapat menjadi keterangan kepada hakim”.
41Hari Sasangka, op cit, h. 41.
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Pasal 181 RBg/154 HIR ayat (1) menyatakan: “Jika menurut pertimbangan
pengadilan, bahwa perkara itu dapat menjadi lebih terang, kalau diadakan
pemeriksaan seorang ahli, maka dapat ia mengangkat seorang ahli, baik atas
permintaan kedua belah pihak, maupun karena jabatannya”.
Ada juga alat bukti yang tidak disebutkan dalam undang-undang yaitu foto,
film, rekaman video/tape/CD serta mikrofilm dan mikrofische.
Menurut surat Ketua Mahkamah Agung RI kepada Menteri Kehakiman RI
Nomor 37/TU/88/102/ Pid tanggal 14 Januari 1988, mikrofilm atau mikrofische dapat
dijadikan alat bukti surat dengan catatan bila bisa dijamin keotentikannya yang dapat
ditelusuri dari registrasi maupun berita acara. Hal tersebut berlaku terhadap perkara-
perkara pidana maupun perdata.42
C. Teori Beban Pembuktian
Suatu masalah yang sangat penting dalam hukum pembuktian adalah masalah
pembagian beban pembuktian. Pembagian beban pembuktian itu harus adil dan tidak
berat sebelah karena suatu pembagian beban pembuktian yang berat sebelah dapat
menjerumuskan pihak yang menerima beban yang terlamapu berat, dalam jurang
kekalahan.
Soal pembagian beban pembuktian ini dianggap sebagai suatu soal hukum
atau soal yuridis, yang dapat diperjuangkan sampai tingkat kasasi di muka pengadilan
kasasi, yaitu mahkamah agung. Melakukan pembagian beban pembuktian yang tidak
adil dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum atau undang-undang yang merupakan
42Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi
Informasi (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), h. 100.
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alasan bagi mahkamah agung untuk membatalkan putusan hakim atau pengadilan
yang bersangkutan.43
Sebagaimana yang terdapat dalam KUHPerdata Pasal 1865 yang berbunyi
bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu
peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain,
wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.44
Pasal tersebut di atas sebenarnya memang bermaksud memberikan pedoman
dalam hal pembagian beban pembuktian itu. Disebutkan bahwa barang siapa
mempunyai sesuatu hak atau, guna membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu
peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.
Pasal 163 HIR/283 RBg mengatakan, setiap orang yang mendalilkan bahwa ia
mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak
orang lain, menunjuk pada suatu diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa
tersebut.45
Dari ketentuan di atas, maka beban pembuktian harus dilakukan dengan adil
dan tidak berat sebelah, karena suatu pembagian beban pembuktian yang berat
sebelah berarti secara mutlak menjerumuskan pihak yang menerima beban yang
terlampau berat dalam jurang kekalahan. Dari ketentuan tersebut yang perlu
dibuktikan tidak hanya peristiwa saja, melainkan juga suatu hak.46
43R. Subekti, op. cit., h. 15.
44Solahuddin, Kitab Undang-Undang Hukuum Pidana, Acara Pidana dan Perdata (Cet. III;
Jakarta: Transmedia Pustaka, 2009), h. 571.




Sebagai contoh, jika seorang ahli waris menuntut pembagian harta
peninggalan karena belum pernah diadakan pembagian warisan, maka selayaknya
dibebani dengan pembuktian bahwa ia adalah ahli waris dan barang-barang sengketa
termasuk harta peninggalan dari si meninggal, tetapi untuk membebaninya juga
dengan pembuktian bahwa warisan belum dibagi adalah suatu pembebanan yang
terlampau berat.
Atau si penjual barang menagih pembayaran dari si pembeli berdasarkan
penjualan barang bergerak. Penjual dalam hal ini dibebankan dengan pembuktian
adanya jual beli dan penyerahan barang jualan tersebut. Sedangkan pihak pembeli
dibebankan dengan pembayaran barang tersebut.
Ada yang mengajarkan bahwa peristiwa-peristiwa yang menerbitkan atau
menimbulkan sesuatu hak, harus dibuktikan oleh pihak yang menuntut hak tersebut,
sedangkaan peristiwa-peristiwa yang mematikan atau menghapuskan hak tersebut,
harus dibuktikan oleh pihak yang membantah hak itu. Ajaran ini dapat kita terima,
tetapi hendaknya hakim dalam membagi beban pembuktian itu, dalam tingkat terakhir
menitik beratkan pada pertimbangan keadilan. Selain dari itu hendaknya dijaga
jangan sampai hakim memerintahkan suatu hal yang negatif.
Misalnya, dalam contoh-contoh yang kita ambil di atas, hal belum dibayarnya
harga barang atau belum dibaginya warisan, adalah hal-hal yang negatif. Si pembeli
dapat lebih mudah membuktikan ia sudah membayar, dari pada si penjual disuruh
membuktikan bahwa ia belum menerima pembayaran.47
47R. Subekti, op. cit., h. 16.
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Dalam pada itu, hukum materil sering kali sudah menetapkan suatu
pembagian beban pembuktian, misalnya:
a. Adanya keadaan memaksa harus dibuktikan oleh pihak debitur (pasal 1244
KUHPerdata).
b. Siapa yang menuntut penggantian kerugian yang disebabkan suatu perbuatan
melanggar hukum, harus membuktikan adanya kesalahan (pasal 1365
KUHPerdata).
c. Siapa menunjukkan tiga kuitansi yang terakhir, dianggap telah membayar
semua cicilan (pasal 1394 KUHPerdata).
d. Barang siapa menguasai suatu barang bergerak, dianggap sebagai
pemiliknya (pasal 1977 ayat (1) KUHPerdata).
Seorang yang mengatakan sudah membayar utangnya, diwajibkan
membuktiakan pembayaran itu, tetapi dalam contoh sub tiga tersebut di atas, orang
yang memegang tiga kuitansi terakhir dibebaskan dari kewajiban tersebut.
Seorang pemilik harus dapat membuktikan hak miliknya, tetapi dalam pasal
1977 ayat (1) tersebut di atas, setiap pemegang barang bergerak (bezitter) dibebaskan
dari kewajiban pembuktian tersebut.48
Jadi di dalam soal menjatuhkan beban pembuktian, hakim harus bertindak arif
dan bijaksana serta tidak boleh berat sebelah. Semua peristiwa dan kejadian nyata
harus diperhatikan secara seksama oleh hakim tersebut.49
48R. Subekti, op. cit., h. 17.
49Makarao Taufik. Moh, op. cit., h . 96.
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BAB III
SELAYANG PANDANG PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG
A. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Watansoppeng
Sebelum terbentuknya Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah
Watansoppeng secara resmi, terlebih dahulu pemuka agama (tokoh masyarakat)
Kabupaten Soppeng terlebih dahulu memeluk agama Islam merasa perlu membentuk
lembaga sebagai tempat penyelesaian permasalahan yang timbul di tengah-tengah
masyarakat baik yang menyangkut ibadah maupun menyangkut persoalan muamalah.
Maka dibentuklah lembaga Syara’/Qadhi pada tahun 1609 yang dipimpin
seorang qadhi yang menangani perkara-perkara yang bertalian dengan hukum Islam
seperti nikah, talak, rujuk, warisan dan sebagainya.






5. H. Made Ali.
6. H. Usman.
7. Sayyid Muhsen.
8. H. Daud Ismail.
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9. H. A Tahir Usman.
10. H. Muh. Zainuddin.
11. K. H. Daud Ismail.
Qadhi-qadhi tersebut pada umumnya berkantor di rumah kediaman masing-
masing atau serambi-serambi mesjid.
Peralihan dari Lembaga Penghulu Syara’ menjadi Pengadilan
Agama/Mahkamah Syar’iyah Watansoppeng terealisasi pada tahun 1963 yang
dipimpin oleh K. H. Suaib berdasarkan Surat Keputusan Kepala Jawatan Peradilan
Agama Makassar Nomor: Ac/8/10/1236 Tanggal 12 Agustus 1963.
Pengadilan Agama Watansoppeng awal terbentuknya berkantor di Jalan
Merdeka Kalurahan Bila Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng dengan status
menyewa. Pada tahun 1980 Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Watansoppeng
mendapat hibah dari pemerintah Kabupaten Soppeng, berupa tanah seluas 2.732 M²
untuk pembangunan gedung kantor, di Jalan Kemakmuran Kecamatan Lalabata
Kabupaten Soppng.
Gedung Kantor Pengadilan Agama yang dibangun di atas tanah hibah sluas
2.732 M² tersebut terdiri dari tiga bangunan yaitu:
1. Gedung I seluas 200 M² dibangun tahun 1980.
2. Gedung II seluas 104 M² dibangun tahun 1988.
3. Gedung III seluas 96 M² dibangun tahun 2005.
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Ketiga gedung Kantor  Pengadilan Agama tersebut sekarang dijadikan rumah
dinas oleh pegawai/karyawan Pengadilan Agama Watansoppeng.
Pada tahun 2008 Pengadilan Agama Watansoppeng mendapat anggaran
belanja modal dari Mahkamah Agung RI, luas 2.657 M² terletak di Jalan Salotungo
Kelurahan Lalabatarilau Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.
Pada tahun 2009 mendapat anggaran pembangunan kantor dari Mahkamah
Agung RI luas 782 M² yang terdiri dari dua lantai yang ditempati hingga sekarang.1
Adapun Pejabat yang pernah menjadi Ketua Pengadilan Agama
Watansoppeng, adalah sebagai berikut:
1. K. H. Suaib.
2. K. H. Najamuddin Tahir.
3. K. H. Harun Rasyid.
4. K. H. Andi Rumpang.
5. Drs. M. Rum Nessa, SH.
6. Drs. Usman S.
7. Drs. M. Ridwan Jongke.
8. Drs. H. Ahmad A’ad, SH.
9. Dra. Hj. Kamariah, SH., MH.
10. Drs. Muh. Ridwan L, SH., MH.
1http://www.pa-soppeng.com/profil-p-a-watansoppeng/sejarah-dan-profil-pengadilan-agama-
watansoppeng  (27 Juli 2012).
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11. Drs. H. Usman S, SH.
Struktur organisasi Pengadilan Agama Watansoppeng.2
B. Pengadilan Agama Watansoppeng sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman
Penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh
pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer,
dan peradilan tata usaha negara, yang berpuncak pada mahkamah agung sebagai
2Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng.
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lembaga peradilan tinggi negara. Dari keempat lingkungan peradilan tersebut
memiliki cakupan dan batasan kekuasaan masing-masing sesuai amanat undang-
undang.
Kekuasaan pengadilan pada masing-masing lingkungan terdiri atas kekuasaan
relatif dan kekuasaan mutlak. Kekuasaan relatif berhubungan dengan daerah hukum
suatu pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat
banding. Cakupan dan batasan kekuasaan relatif pengadilan ialah meliputi daerah
hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Dalam UU RI No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU RI No. 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama pasal 4 (1) bahwa pengadilan agama berkedudukan di
ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.
Dalam penjelasan pasal 4 (1) dikatakan pada dasarnya tempat kedudukan pengadilan
agama berada di ibu kota kabupaten dan kota yang daerah hukumnya meliputi
wilayah kabupaten atau kota, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya
pengecualian.
Pengecualian yang dimaksud pada penjelasan pasal 4 (1) dikarenakan proses
pemecahan daerah kota dan kabupaten terjadi terus menerus seiring dengan
pertumbuhan dan penyebaran penduduk begitupun disebabkan karena terjadinya
perubahan dari kawasan pedesaan menuju kawasan perkotaan (urbanisasi).
Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa daerah hukum pengadilan agama,
sebagaimana pengadilan negeri, meliputi daerah kota dan kabupaten. Sedangkan
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daerah hukum pengadilan tinggi agama, sebagaimana pengadilan tinggi negeri
meliputi wilayah profinsi.
Sedangkan kekuasaan mutlak pengadilan, berkenaan dengan jenis perkara dan
sengketa kekuasaan pengadilan. Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama
memiliki kekuasaan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara (perkara
perdata tertentu) dikalangan orang-orang yang beragama Islam (golongan tertentu).
Kekuasaan mutlak peradilan agama diatur dalam UU RI No. 7 Tahun 1989
pasal 49 sampai dengan pasal 53, dan mengalami perubahan pada pasal tertentu
khususnya pasal 49 sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di
bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi
syari’ah.
Begitupula ketentuan pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara
sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai objek sengketa
tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan
peradilan umum.
(2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud ayat (1) yang
subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek
sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara
sebagaimana dimaksud dalam pasal 49.
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Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, Pengadilan Agama
Watansoppeng merupakan lembaga peradilan yang mutlak juga memiliki kekuasaan
relatif dan kekuasaan mutlak sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan.
Cakupan dan batasan kekuasaan relatif Pengadilan Agama Watansoppeng meliputi
wilayah Kabupaten Soppeng.
Kabupaten Soppeng merupakan daerah dataran dan pebukitan dengan luas
wilayah 1.500 Km², 8 Kecamatan terdiri dari 21 Kelurahan, 49 Desa, 124 Dusun dan
39 Lingkungan dan berada pada ketinggian rata-rata kurang lebih 60 M di atas
permukaan laut.
Kewenangan relatif Pengadilan Agama Watansoppeng sebelah utara
berbatasan dengan Pengadilan Agama Sidrap dan Pengadilan Agama Sengkang,
sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Pengadilan Agama Watampone
sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Pengadilan Agama Barru.
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Dari peta yurisdiksi di atas, kabupaten Soppeng memiliki penduduk kurang
lebih berjumlah 223.826 jiwa terdiri dari laki-laki 105.436 jiwa, perempuan 118.390
jiwa. Agama Islam dengan jumlah 225.554 jiwa, Kristen Protestan 833 jiwa, Kristen
Katolik 145 Jiwa, Hindu 8 jiwa, dan Budha 14 jiwa.
Pengadilan Agama Watansoppeng secara garis besar memiliki wilayah
yurisdiksi (hukum) meliputi 8 Kecamatan, 21 Kelurahan dan 49 Desa. Kecamatan
Lalabata memiliki 7 Kelurahan dan 3 Desa, Kecamatan Donri-Donri memiliki 9
Desa, Kecamatan Mariorawa memiliki 5 Kelurahan dan 5 Desa, Kecamatan Lilirilau
memiliki 4 Kelurahan dan 8 Desa, Kecamatan Liliriaja memiliki 3 Kelurahan dan 5
Desa, Kecamatan Citta memiliki 4 Desa, Kecamatan Ganra memiliki 4 Desa,
Kecamatan Marioriwawo memiliki 2 Kelurahan dan 11 Desa.3
Menyangkut kewenangan mutlak Pengadilan Agama Watansoppeng, telah
diatur dalam UU RI No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU RI No. 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama pasal 49 sebagai berikut:
Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di
bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi
syari’ah.4
3http://www.pa-soppeng.com/profil-p-a-watansoppeng/peta-yuridiksi(27 Juli 2012).
4Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng.
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Pengadilan Agama Watansoppeng melaksanakan tugasnya sesuai dengan
ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang










Yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam
atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang
dilakukan menurut syari'ah, antara lain:
1. izin beristri lebih dari seorang.
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2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21
(dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam
garis lurus ada perbedaan pendapat.
3. Dispensasi kawin.
4. Pencegahan perkawinan.
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
6. Pembatalan perkawinan.
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri.
8. Perceraian karena talak.
9. Gugatan perceraian.
10. Penyelesaian harta bersama.
11. Penguasaan anak-anak.
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana
bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya.
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami
kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak.
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.
16. Pencabutan kekuasaan wali.
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal
kekuasaan seorang wali dicabut.
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18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup
umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya.
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang
ada di bawah kekuasaannya.
20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan
anak berdasarkan hukum Islam.
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk
melakukan perkawinan campuran.
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan
menurut peraturan yang lain.
Yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli
waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing- masing
ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalap tersebut, serta
penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa
yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing- masing ahli waris.
Yang dimaksud dengan wasiat adalah perbuatan seseorang memberikan
suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang
berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.
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Yang dimaksud dengan hibah adalah pemberian suatu benda secara
sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain
atau badan hukum untuk dimiliki.
Yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan seseorang atau
sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harts
benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu
tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau
kesejahteraan umum menurut syari'ah.
Yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh
seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan
ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
Yang dimaksud dengan infaq adalah perbuatan seseorang memberikan
sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa
makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau
menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena
Allah Subhanahu Wata'ala.
Yang dimaksud dengan shadaqah adalah perbuatan seseorang
memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara
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spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan
mengharap ridho Allah Subhanahu Wata'ala dan pahala semata.
Yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan
usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:
1. Bank syari'ah.
2. lembaga keuangan mikro syari'ah.
3. Asuransi syari'ah.
4. Reasuransi syari'ah.
5. Reksa dana syari'ah.




10. Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah.
11. Bisnis syari'ah.
Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama mempunyai
fungsi, antara lain sebagai berikut :
1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa,
mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan
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Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006).
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan
petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya,
baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun
administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan
pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3
Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas
pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera
Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar
peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal
53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan
terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta
pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang
hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila
diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun
2006).
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan
(teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian,
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keuangan, dan umum/perlengakapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/
VIII/2006).
Fungsi lainnya adalah melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab
dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan
lain-lain. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset atau penelitian dan
sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era
keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan
Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan
Informasi di Pengadilan.5
C. Syarat Berperkara di Pengadilan Agama Watansoppeng
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum berperkara di Pengadilan
Agama Watansoppeng, di antaranya:6
1. Cerai Gugat/Talak.
a. Kartu tanda penduduk (KTP) asli penggugat/pemohon.
b. Buku nikah asli atau duplikat asli.
c. Surat izin perceraian dari atasan bagi pegawai negeri sipil (PNS).
d. Surat gugatan/permohonan pengajuan perceraian yang ditujukan
kepada kepala Pengadilan Agama Watansoppeng.




e. Membayar panjar biaya perkara di loket BRI kantor Pengadilan
Agama Watansoppeng.
2. Dispensasi Kawin.
a. Kartu tanda penduduk (KTP) asli orang tua, orang yang dimohonkan
dispensasi kawin.
b. Akta kelahiran orang yang dimohonkan dispensasi kawin/ijazah asli.
c. Surat penolakan dari kantor urusan agama (KUA).
d. Surat keterangan atau pengantar dari kepala desa, yang isinya akan
mengurus dispensasi kawin.
e. Permohonan dispensasi kawin yang ditujukan kepada kepala
Pengadilan Agama Watansoppeng.
f. Membayar panjar biaya perkara di loket BRI kantor Pengadilan
Agama Watansoppeng.
3. Poligami.
a. Surat pernyataan rela dimadu dari isteri (bermaterai 6000).
b. Surat pernyataan berlaku adil dari suami (bermaterai 6000).
c. Surat nikah atau duplikat surat nikah.
d. Kartu tanda penduduk suami, isteri, calon isteri.
e. Foto copy akta surat kematian suami atau akta cerai (jika janda)
(bermaterai 6000, cap pos).
f. Surat pengantar desa setempat, isinya akan mengurus izin poligami.
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g. Surat permohonan akan poligami yang ditujukan kepada kepala
Pengadilan Agama Watansoppeng.
h. Membayar penjar biaya perkara di loket BRI kantor Pengadilan
Agama Watansoppeng.
4. Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah).
a. Kartu tanda penduduk (KTP) pemohon.
b. Surat penolakan dari kantor urusan agama (KUA) tempat menikah.
c. Foto copy surat kematian suami/isteri pemohon yang meninggal.
d. Foto copy surat kematian suami/istri yang dimohonkan itsbat.
e. Surat permohonan akan itsbat nikah yang ditujukan kepada kepala
Pengadilan Agama Watansoppeng.
f. Membayar Panjar Biaya Perkara di Loket BRI Kantor Pengadilan
Agama Watansoppeng.
5. Pengangkatan Anak.
a. Kartu tanda penduduk (KTP) kedua orang tua anak.
b. Tanda penduduk (KTP) pemohon I dan pemohon II.
c. Surat nikah orang tua anak atau duplikat surat nikah.
d. Surat nikah pemohon I dan pemohon II.
e. Surat kelahiran atau akta kelahiran anak.
f. Surat keputuasan (SK) pekerjaan dan penghasilan Pemohon diketahui
oleh kepala desa (diketahui atasan bagi PNS).
g. Surat pernyataan penyerahan anak dari orang tua kepada pemohon.
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h. Surat rekomendasi dari dinas sosial.
i. Surat permohonan akan pengangkatan anak yang ditujukan kepada
kepala Pengadilan Agama Watansoppeng.
j. Membayar Panjar Biaya Perkara di Loket BRI kantor Pengadilan
Agama Watansoppeng.
6. Mafqud (Orang Yang Hilang).
a. Surat permohonan akan mafqud yang ditujukan kepada kepala
Pengadilan Agama Watansoppeng.
b. Kartu tanda penduduk (KTP).
c. Silsilah yang diketahui oleh lurah desa.
d. Foto copy kematian dari ahli waris.
e. Surat keterangan atau pengantar dari kelurahan/desa mengenai
kepergian orang yang dimohonkan mafqud.
f. Membayar panjar biaya perkara di loket BRI kantor Pengadilan
Agama Watansoppeng.
7. Wali Adhol (Wali Penghalang).
a. Surat permohonan akan wali adhol yang ditujukan kepada kepala
Pengadilan Agama Watansoppeng.
b. Membayar panjar biaya perkara di loket BRI kantor Pengadilan
Agama.
c. Kartu tanda penduduk (KTP).
d. Surat penolakan dari kantor urusan agama (KUA).
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e. Surat keterangan atau pengantar dari kepala desa.
8. Pembatalan Nikah.
a. Surat permohonan akan pembatalan nikah yang ditujukan kepada
kepala Pengadilan Agama Watansoppeng.
b. Membayar panjar biaya perkara di loket BRI kantor Pengadilan
Agama Watansoppeng.
c. Kartu tanda penduduk (KTP) pemohon, termohon I dan II.
d. Akta nikah atau duplikat.
e. Akta nikah yang mau dibatalkan.
9. Harta Bersama.
a. Surat permohonan yang ditujukan kepada kepala Pengadilan Agama
Watansoppeng.
b. Membayar panjar biaya perkara di loket BRI kantor Pengadilan
Agama Watansoppeng.
c. Kartu tanda penduduk (KTP) Penggugat.
d. Akta Cerai.
10. Harta Waris.
a. Surat permohonan yang ditujukan kepada kepala Pengadilan Agama
Watansoppeng.
b. Membayar panjar biaya perkara di loket BRI kantor Pengadilan
Agama Watansoppeng.
c. Kartu tanda penduduk (KTP) para pihak.
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d. Foto copy akta atau surat kematian pemilik barang yang diwarisi
(bermaterai 6000, cap pos).
e. Foto copy akta atau surat kelahiran para pewaris (bermaterai 6000, cap
pos).
11. Surat Kuasa Insidentil.
a. Kartu tanda penduduk (KTP) kedua belah pihak.
b. Materai 6000.
12. Duplikat Akta Cerai.
a. Mengisi blangko permohonan.
b. Bukti laporan kehilangan dari kepolisian.
c. Surat keterangan dari pemerintah desa setemapat atau sesuai kartu
tanda penduduk (KTP), yang menerangkan bahwa: "Pemohon (nama
yang bersangkutan) sejak bercerai pada tanggal ... bulan ... tahun ...
sampai dengan saat ini belum perah menikah lagi".
d. Kartu tanda penduduk (KTP) pemohon.
e. Akta cerai (jika permohonan duplikat disebabkan karena rusak).
74
BAB IV
PROSES PEMBUKTIAN DI PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG
A. Pembuktian oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng
Proses pembuktian yang dilakukan majelis hakim Pengadilan Agama
Watansoppeng telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Proses pembuktian yang dilakukan disesuaikan dengan masalah atau perkara
yang ada. Misalnya dalam perkara perceraian proses pembuktiannya dilakukan
dengan mendatangkan pihak keluarga penggugat dan tergugat untuk dimintai
keterangan. Sementara untuk perkara waris dan sengketa tanah, selain mendatangkan
saksi, juga dilakukan peninjauan lokasi.
Selain proses pembuktian di atas, juga terdapat proses pembuktian dengan
meminta keterangan pihak-pihak yang berperkara. Selain itu juga dengan
memperlihatkan beberapa bukti lain seperti akta otentik terhadap perkara tanah dan
beberapa perkara yang membutuhkan keterangan akta.
Proses pembuktian di Pengadilan Agama Watansoppeng yang dilakukan oleh
majelis hakim dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
Hal ini sesuai dengan hasil penelitian penulis saat mengikuti sidang di Pengadilan
Agama Watansoppeng juga saat melakukan wawancara dengan hakim yang
mengadili perkara pada saat itu.
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Saat ditanyai tentang bagaimana para hakim dapat membuktikan benar
tidaknya suatu gugatan dan gugatan tersebut dapat dikabulkan atau tidak dalam suatu
kasus misalnya dalam kasus perceraian, salah seorang hakim bernama Dra. Narniati,
S.H menjelaskan bahwa hal itu dapat dibuktikan dengan adanya keterangan
penggugat serta keterangan saksi, hal ini sesuai dengan aturan yang ada dalam
undang-undang.1
Saat ditanyai kembali bagaimana seorang hakim dapat yakin terhadap
keterangan yang diberikan dari pihak yang berperkara adalah benar, sehingga dengan
mudah suatu perkara diputus, sementara jika menelaah masalah perceraian misalnya
saat penelitian terdapat kasus perceraian yang diputus hanya karena si suami sering
keluar malam hanya untuk main facebook.
Seorang hakim bernama Dra. Hj. A Bungawali, M.H selaku ketua majelis
hakim pada saat itu, mengemukan bahwa kasus seperti di atas penyelesaiannya sangat
mudah, bahkan penggugat dan tergugat dapat kembali rujuk seandainya alasan ingin
cerai betul-betul hanya karena masalah itu, namun dalam perkara ini berusaha apapun
hakim ingin membuat rujuk suami dan isteri yang ingin bercerai jika dari salah satu
pihak atau bahkan keduanya sudah tidak menginginkan jalan rujuk, hakim tidak
memiliki kemampuan selain memutus perkara sesuai yang diinginkan pihak yang
berperkara.2
1Narniati (Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng), Wawancara. 8 Mei 2012.
2A. Bungawali (Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng), Wawancara. 8 Mei 2012.
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Beliau menambahkan bahwa kasus ini diputuskan secara verstek alasannya juga
dikarenakan pembuktian dari pihak penggugat telah dilaksanakan dan setelah
dilakukan pemanggilan kepada pihak terguagat sebanyak tiga kali, secara patut dan
layak namun tidak ada respon dari pihak tergugat dan itu menandakan bahwa tergugat
sama sekali tidak keberatan dengan gugatan penggugat, akhirnya hakim mengabulkan
gugatan penggugat.
Dalam kasus perceraian, tambah Hj. St Aisyah, S.H, apa yang dibuktikan itu
yang diputuskan. Meskipun alasannya tidak masuk akal menurut hakim, misalnya
penggugat berbohong dan saksinya juga demikian, namun jika tidak ada perlawanan
maka putusan dapat dijatuhkan, karena dalam hal ini perasaan atau feeling hakim
tidaklah dapat merubah keinginan penggugat dan juga dalam hal ini hakim tidak
berhak untuk tidak memutuskan perkara hanya karena merasa bahwa saksi, alasan
atau bukti yang di ajukan sangat tidak logis atau bahkan terkesan bohong, apalagi
dalam kasus seperti di atas putusan sudah dapat dikuatkan dengan tidak hadirnya
tergugat setelah dipanggil secara patut dan layak namun tidak pernah hadir dalam
persidangan.3
Pengucapan sumpah oleh para saksi sangat di butuhkan terutama dalam kasus
perceraian. Hal ini dikarenakan keterangan saksi yang dikemukakan dalam
persidangan sangat berpengaruh terhadap putusan hakim. Pentingnya sumpah juga
3St Aisyah (Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng), Wawancara. 8 Mei 2012.
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dikarenakan saksi-saksi terhadap perkara di pengadilan agama adalah keluarga atau
orang terdekat dari kedua pihak yang berperkara.
Sementara itu, dalam perkara kewarisan tidak hanya mendatangkan saksi tapi
pihak-pihak yang berperkara juga diharapkan menghadiri setiap panggilan sidang
pengadilan. Perkara pembagian kewarisan yang dialami masyarakat Soppeng yang
dibawa ke muka sidang Pengadilan Agama Watansoppeng juga dapat dan diberi
kesempatan oleh majelis hakim untuk menyelesaikan perkara di luar sidang
Pengadilan Agama Watansoppeng dengan mengedepankan kemashlahatan dan nilai-
nilai persaudaraan. Terhadap perkara lain yang diajukan di Pengadilan Agama
Watansoppeng juga demikian adanya.
Salah satu contoh dari hasil penelitian penulis. Penyelesaian perkara di
Pengadilan Agama Watansoppeng melalui perdamaian merupakan suatu harapan
semua pihak. Berdasarkan hukum acara yang berlaku, perdamaian selalu diupayakan
disetiap persidangan. Bahkan, pada sidang pertama, suami isteri harus hadir secara
pribadi, tidak boleh diwakilkan. Hakim sebelum memeriksa perkara lebih lanjut wajib
berusaha mendamaikannya, dengan memberi nasihat-nasihat. Namun karena keadaan
hubungan suami isteri yang berperkara di pengadilan sudah sangat parah, hati mereka
sudah pecah, maka upaya perdamaian selama ini tidak banyak membawa hasil.
Dari contoh di atas penulis menarik kesimpulan bahwa Pengadilan Agama
Watansoppeng selaku penyelenggara kekuasaan kehakiman senantiasa berusaha
menerapkan amanat undang-undang yang buntutnya keadilan dan kesejahteraan.
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Begitu pula terhadap pembuktian oleh majelis hakim Pengadilan Agama
Watansoppeng.
B. Teori-Teori Pembuktian yang diterapkan oleh Hakim Pengadilan Agama
Watasoppeng
Pengadilan Agama Watansoppeng adalah lembaga peradilan yang bertugas
menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara perdata khusus yang
berkaitan dengan perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan
ekonomi syari’ah pada tingkat pertama. Perkara-perkara ini merupakan kewenangan
absolut yang harus diselesaikan oleh Pengadilan Agama Watansoppeng.
Pengadilan Agama Watansoppeng memiliki kewenangan relatif serta
kewenangan absolut. Kewenangan relatif dan kewenangan absolut mengadili
Pengadilan Agama Watansoppeng merupakan kewenangan selayaknya pengadilan
agama lainnya yang berasal dari amanat udang-undang. Di setiap kewenangan yang
diberikan atau di amanatkan oleh undang-undang kepada setiap pengadilan
khususnya Pengadilan Agama Watansoppeng seharusnya ditegakkan sebagaimana
Pengadilan Agama Watansoppeng melaksankannya.
Pengadilan Agama Watansoppeng sebagaimana hasil penelitian penulis, adalah
lembaga pengadilan yang senantiasa berusaha menerapkan teori-teori pembuktian
yang diamanatkan oleh undang-undang. Dari hasil pengamatan penulis terhadap
jalannya sidang pengadilan, menyimpulkan bahwa teori-teori pembuktian yang
diterapkan Pengadilan Agama Watansoppeng diantaranya sebagai berikut:
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a. Teori pembuktian bebas.
Teori ini memberikan kebebasan kepada majelis hakim dalam menilai setiap
alat bukti yang di ajukan di muka sidang pengadilan.
b. Teori pembuktian negatif.
Teori ini menetapkan adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat yang
bersifat negatif. Adanya ketentuan tersebut memberikan batasan kepada hakim
untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian.
c. Teori pembuktian positif.
Teori ini menghendaki adanya perintah kepada hakim meskipun pada toeri
pembuktian negatif justru terdapat adanya larangan kepada hakim.
Dari pengamatan penulis di Pengadilan Agama Watansoppeng, menemukan
bahwa selain teori pembuktian di atas, majelis hakim Pengadilan Agama
Watansoppeng juga menerapkat teori pembuktian:
a. Teori hukum subyektif (teori hak).
Dalam teori ini menetapkan bahwa barang siapa yang mengaku atau
mengemukakan suatu hak maka yang bersangkutan harus membuktikannya.
b. Teori hukum obyektif.
Teori ini mengajarkan bahwa seorang hakim harus melaksanakan peraturan
hukum atas fakta-fakta untuk menemukan kebenaran peristiwa yang diajukan
kepadanya.
c. Teori hukum acara dan teori kelayakan.
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Kedua teori ini bermuara pada hasil yang sama, yakni hakim seyogyanya
berdasarkan kepatutan membagi beban pembuktian.
Dari teori-teori pembuktian yang diterapkan oleh majelis hakim Pengadilan
Agama Watansoppeng merupakan teori pembuktian yang efektif diterapkan dan oleh
penulis menilai sebagai landasan yang efektif dalam memutus satu perkara yang
seadil-adilnya.
Teori-teori pembuktian yang diterapkan oleh majelis hakim Pengadilan
Agama Watansoppeng sudah sesuai dengan kondisi masyarakat kabupaten Soppeng.
Dari perkara yang masuk di Pengadilan Agama Watansoppeng, menjadi dasar bahwa
Pengadilan Agama Watansoppeng menetapkan teori-teori pembuktian yang berlaku,
karena hampir tidak ada kasus yang dibanding ke Pengadilan Tinggi Agama.
Ketidak puasan yang dirasakan oleh beberapa pihak yang berperkara di
Pengadian Agama Watansoppeng bukanlah dikarenakan proses pembuktian atau teori
pebuktian tidak diterapkan oleh Pengadilan Agama Watansoppeng. Melainkan
karena:
a. Pihak yang kalah dalam kasus perceraian, dikarenakan sudah tidak ada
alasan lagi untuk dipertahankan rumah tangga, dan putusan perceraian oleh
majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng menilai sebagai jalan
yang paling tepat dan paling adil.
b. Pihak yang kalah dikarenakan putusan verstek.
c. Minimnya pengetahuan tentang hukum oleh masyarakat kabupaten
Soppeng sebagai wilayah Pengadilan Agama Watansoppeng.
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C. Problematika Proses Pembuktian di Pengadilan Agama Watansoppeng
Dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh undang-undang,
khususnya pada proses penyelesaian perkara untuk mendapatkan putusan yang seadil-
adilnya, tidak selamanya berjalan mulus sesuai dengan harapan. Hampir di setiap
langkah proses penyelesaian perkara memiliki hambatan. Hambatan atau masalah
yang didapati ada yang mudah untuk dilewati ada pula yang sulit dilewati.
Di setiap proses persidangan yang dijalani, mulai dari upaya perdamaian oleh
seorang mediator hingga dipututsnya satu perkara yang tidak berhasil di mediasi,
pembuktianlah yang merupakan salah satu proses persidangan yang sangat
berpengaruh dan juga tempat ditemukannya masalah.
Masalah yang dihadapi dalam proses persidangan tentunya mengarah kepada
para pihak yang turut andil dalam persidangan tersebut. Yang paling dekat dengan
perkara adalah majelis hakim, panitera, para kuasa hukum dan yang paling dekat lagi
adalah para pihak yang berperkara. Pihak-pihak yang turut andil dalam suatu perkara
memiliki proporsional masing-masing dalam masalah yang dihadapai dalam proses
persidangan.
Majelis hakim sebagaimana tugasnya sebagai perpanjangan tangan dalam
melaksanakan tugas-tugas kehakiman atau untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan mencapai keadilan demi kesejahteraan masyarakat. Dalam
mengembang tugas tersebut, menyelenggarakan peradilan, hambatan atau masalah
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yang dialami oleh majelis hakim tidak begitu besar sebagaimana yang dialami oleh
pihak lain yang turut andil dalam jalannya persidangan.
Majelis hakim dalam proses pembuktian hampir tidak menemukan sedikit
masalah karena hanya memerintahkan kepada pihak-pihak untuk sama-sama
mengajukan alat bukti ke muka sidang pengadilan. Majelis hakim khususnya majelis
hakim Pengadilan Agama Watansoppeng dalam memberikan beban pembuktian
kepada para pihak tidaklah memberatkan para pihak dan sesuai dengan teori beban
pambuktian.
Selaku kuasa hukum dalam hal ini yang turut membantu pihak-pihak yang
berperkara juga tidak terlalu merasakan masalah berkaitan dengan pembuktian. Kuasa
hukum hanya mengarahkan kliennya untuk melaksanakan apa yang dianjurkan oleh
majelis hakim. Namun tetap kembali kepada individu kuasa hukum yang
mendampingi kiennya.
Yang paling berpengaruh merasakan masalah terhadap proses pemeriksaan
khususnya pembuktian di pengadilan adalah para pihak yang berperkara. Karena para
pihak yang berperkara inilah yang mutlak mendatangkan bukti-bukti yang sah
menurut undang-undang untuk diajukan ke muka sidang pengadilan.
Sebagaimana wawancara penulis kepada salah satu kuasa hukum penggugat
terhadap kasus kewarisan yang diwawancarai oleh penulis menuturkan bahwa, hakim
hampir dikatakan tidak menemukan kendala sedikitpun pada pembuktian, begitu pula
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terhadap kuasa hukum. Hakim hanya meminta untuk di ajukan alat bukti, sedangkan
kuasa hukum hanya bertindak membantu klien masing-masing. Justru pihak-pihak
yang berperkaralah yang sering mengalami masalah dalam pembuktian ini karena
sulit mendatangkan bukti ke muka sidang pengadilan.
Besar kecilnya masalah yang dialami para pihak yang berperkara dalam
proses pembuktian tentu dilihat pula dari pada jenis perkara yang dihadapi. Jenis
perkara yang dihadapi di muka sidang pengadilan tentu berbeda pula pembuktiannya
sesuai dengan jenis-jenis perkara tersebut.
Perkara perkawinan misalnya, merupakan perkara yang tidak dianggap sulit
dalam mendatangkan bukti ke muka sidang pengadilan. Pembuktian dalam perkara
perkawinan misalnya terhadap kasus perceraian cukup dengan mendatangkan saksi
untuk menguatkan argumen-argumen penggugat dan tergugat yang diutarakan di
muka sedang pengadilan. Saksi-saksi yang didatangkan di muka sidang pengadilan
kebanyakan dari keluarga, tetangga, sahabat atau teman sendiri yang dianggap dapat
menambah keyakinan hakim.
Perkara perkawinan dalam hal perceraian merupakan perkara yang mudah
dalam mendatangkan bukti-bukti. Perkara perceraian ini cukup dengan menggunakan
alat bukti saksi dan sumpah yang dilaksanakan di muka sidang pengadilan. Bukti
saksi dan sumpahlah yang paling dekat dengan perkara perceraian, oleh karena itu
dikategorikan mudah untuk mendatangkannya.
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Sedangkan dalam perkara perwalian, pembagian harta gono-gini, dan perkara-
perkara lainnya yang berkaiatan dengan perkara perkawinan proses pembuktiannya
tidak jauh dengan perkara perceraian.
Mengenai perkara kewarisan sedikit lebih sulit pembukiannya dibanding
dengan perkara perceraian. Karena alat bukti yang dipakai dalam perkara kewarisan
sudah menyangkut dengan alat bukti tulisan, saksi dan diikutkan sumpah.
Berbicara mengenai masalah pembuktian yang dialami ruang lingkup
Pengadilan Agama Watansoppeng dikategorikan sebagai proses penyelesaian perkara
yang mudah dijalani. Karena Pengadilan Agama Watansoppeng hanya bertugas
mengarakkan para pihak untuk mengajukan alat bukti dan menilai alat bukti yang
telah ada dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan demi tercapainya keadilan dan
kesejahteraan. Pengadilan Agama Watansoppeng juga belum menerima kasus hibah,
wakaf, zakat, infak, shadaqah dan akonomi syari’ah, jadi sementara ini Pengadilan






1. Teori pembuktian menurut hukum acara perdata adalah seperangkat aturan
yang termuat di dalamnya mengenai pembuktian yang dijadikan dasar dalam
bertindak untuk membuktikan suatu hak serta meyakinkan hakim terhadap
kebenaran materiil yang diajukan ke muka sidang pengadilan.
2. Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng sepenuhnya taat kepada aturan yang
berlaku atau teori-teori pembuktian yang berlaku, dan tetap melaksanakan
tugasnya sebagai seorang mujtahid yang senantiasa berijtihad untuk
menemukan hukum dalam memutus perkara yang diajukan kepadanya dengan
tetap mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kemashlahatan ummat.
B. Saran
1. Saran saya agar hakim di Pengadilan Agama Watansoppeng senantiasa tetap
merujuk pada peratuaran yang ada. Karena dengan demikian tidak akan ada
yang merasa terzolimi diantara dua pihak yang berperkara, karena
bagaimanapun hakim telah betul-betul memutuskan perkara sesuai dengan
aturan.
2. Hakim diharapkan dapat dengan aktif dalam mencari atau menelaah setiap
bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara agar tidak
menjerumuskan salah satu pihak ke jurang kekalahan.
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